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ABSTRACT 
 
Islamic Banking is a financial institution that aims to serve customers with 
excellent service and offers a wide range of products that meet the expectations 
and needs of customers based on sharia principles. One example of financing 
products in sharia banking is Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 
This research was conducted at BRI Syariah KC Solo. This study aims to 
determine whether the implementation of accounting practices in the Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik agreement applied by BRI Syariah KC Solo is in 
accordance with PSAK 107. 
Data collection technique is done through interview and documentation by 
using descriptive qualitative analysis method by describing the application of 
accounting in Ijarah Muntahiyah Bittamlik contract in BRI Syariah KC Solo and 
analyzed compliance with PSAK 107. Validity of data used is triangulation of 
source and triangulation technique. The results of the research indicate that the 
application of Ijarah Muntahiyah Bittamlik accounting in BRI Syariah KC Solo is 
not in accordance with PSAK 107. The non-conformity is in recognition for the 
cost of repairs made by customer, whereas in PSAK 107 it should be borne by 
Islamic bank. 
 
Keywords: Ijarah Muntahiyah Bittamlik, PSAK 107 
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ABSTRAK 
Perbankan Syariah hadir untuk melayani nasabah dengan pelayanan prima 
dan menawarkan berbagai macam produk yang sesuai dengan harapan dan 
kebutuhan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Salah satu contoh produk 
pembiayaan pada perbankan syariah adalah Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 
Penelitian ini dilakukan di BRI Syariah KC Solo. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis apakah penerapan praktik akuntansi dalam akad Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik yang diterapkan BRI Syariah KC Solo sudah sesuai  dengan 
PSAK 107. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui  wawancara dan dokumentasi 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan 
mendeskripsikan penerapan akuntansi dalam akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik di 
BRI Syariah KC Solo dan dianalisis kesesuainya dengan PSAK 107. Keabsahan 
data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
di BRI Syariah KC Solo ada yang belum sesuai dengan PSAK 107. 
Ketidaksesuaian itu terdapat pada pengakuan untuk biaya perbaikan yang 
dilakukan oleh nasabah, sedangkan dalam PSAK 107 seharusnya beban perbaikan 
ditanggung oleh bank syariah.  
 
Kata kunci: Ijarah Muntahiyah Bittamlik, PSAK 107. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan analisis Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 
2016 diketahui bahwa kondisi industri perbankan syariah di Indonesia sampai 
akhir tahun 2016 dalam kondisi baik dan diperkirakan untuk tahun 2017 ini 
perbankan syariah juga mempunyai prospek yang baik atau dapat dikatakan akan 
terus mengalami peningkatan (Suharso, 2017). Hal tersebut terbukti dengan 
jumlah total pembiayaan pada produk perbankan syariah di Indonesia yang 
mengalami pertumbuhan dari tahun 2015 sampai Agustus 2017 yaitu sebesar Rp 
153,968 triliun menjadi Rp 177,482 triliun dan Rp 184,354 triliun (Statistik 
Perbankan Syariah, 2017). 
Menurut Direktur Eksekutif Islamic Economic Forum for Indonesia 
Development (ISEFID), Ali Sakti, persebaran untuk aset dalam perbankan syariah 
masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 77,06%. Selain itu dilihat dari 
sebaran pembiayaan untuk perbankan syariah juga masih terkonsentrasi di Pulau 
Jawa yang mencapai 71,19% (Rostanti dan Aini, 2017). 
Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agustus 2017, diketahui bahwa Jawa Tengah 
mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dalam perkembangan 
perbankan syariahnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan pada total 
aset mencapai Rp 13,064 triliun dan pembiayaan mencapai Rp 10,568 triliun 
(Statistik Perbankan Syariah, 2017). 
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Salah satu kota yang mempunyai prospek baik dalam perkembangan 
perbankan syariahnya adalah kota Solo (Purwanto, 2016). Diketahui bahwa kota 
Solo mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016. Peningkatan tersebut 
dapat dilihat dari pangsa pasar dari perbankan syariah di kota Solo yang pada 
Agustus 2016 hingga Agustus 2017 mencapai 14,9% dengan total aset sebesar Rp 
5,922 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, Agustus 2017). 
Peningkatan perbankan syariah di kota Solo tersebut juga ditunjukkan oleh 
adanya pencatatan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariahnya. Berdasarkan 
data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, pembiayaan bank syariah di 
kota Solo pada tahun 2016 tercatat tumbuh 19,9% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar 10,22% (Purwanto, 2016).  
Salah satu jenis produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan berdasarkan 
prinsip sewa yang terdiri dari akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Hal 
tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Polindi (2016) yang 
menyebutkan bahwa tujuan dari akad Ijarah adalah memberikan alternatif bagi 
nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan sistem 
pembayaran tangguhan.  
Namun pada kenyataannya, dalam penelitian Polindi (2016) dan Izzati 
(2013) mengatakan bahwa penggunaan akad Ijarah dan/atau Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik dalam kegiatan penyaluran pembiayaan di perbankan syariah masih 
jarang digunakan. Sampai saat ini mayoritas produk pembiayaan syariah masih 
terfokus pada produk – produk Murabahah (prinsip jual beli).  
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Padahal pembiayaan Ijarah juga memiliki kesamaan dengan pembiayaan 
Murabahah, hanya terdapat perbedaan pada objeknya saja (Fielnanda, 2017). 
Objek pada pembiayaan Ijarah terdiri dari aktiva berwujud dan aktiva tidak 
berwujud, sedangkan untuk pembiayaan Murabahah hanya terdiri dari aktiva 
berwujud saja. 
Hal tersebut terbukti dengan adanya jumlah pembiayaan pada Bank Umum 
Syariah hingga Agustus 2017, untuk produk Murabahah yang mencapai Rp 
107,878 triliun. Jumlah tersebut sangat jauh dibandingkan jumlah pembiayaan 
untuk produk Ijarah yang hanya sebesar Rp 2,211 triliun (Statistik Perbankan 
Syariah, 2017). 
Pembiayaan Ijarah justru lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan 
lainnya karena mempunyai keistimewaan yaitu untuk memulai suatu usaha, 
nasabah tidak perlu memiliki barang modal itu terlebih dahulu, melainkan nasabah 
dapat menyewa kepada perbankan syariah (Fielnanda, 2017). Selain itu, dalam 
pembiayaan Ijarah juga memberikan kemudahan dan kesempatan bagi para 
nasabah untuk dapat memiliki barang atau jasa yang diinginkan dengan 
menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.  
Menurut Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Keuangan Syariah 
(2015) perlu adanya pengembangan untuk skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik di 
perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Alasan pentingnya 
pengembangan skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik di perbankan syariah tersebut 
karena perbankan syariah harus selalu memperkaya produk – produknya agar 
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dapat semakin kompetitif dan berkembang sejalan dengan tuntutan bisnis serta 
kebutuhan masyarakat yang dinamis. 
Adanya produk IMBT juga menjadi salah satu bukti bahwa perbankan 
syariah bukan sekedar bank (beyond banking). Ketika bank konvensional tidak 
dapat menerapkan produk leasing karena terkendala (dilarang) regulasi, hal 
tersebut justru menjadi peluang dan keunggulan tersendiri bagi perbankan syariah 
karena memiliki produk IMBT yang dibenarkan secara hukum (Lembaga 
Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Keuangan Syariah, 2015). 
Adapun salah satu perbankan syariah di Kota Solo yang telah menerapkan 
akad pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah BRI Syariah. Berdasarkan 
survey pendahuluan diketahui bahwa BRI Syariah Kantor Cabang Solo 
merupakan satu – satunya BUS di Kota Solo yang sudah menerapkan akad 
pembiayaan IMBT.  
BRI Syariah mulai menerapkan IMBT sejak tahun 2016. Adapun produk 
yang menjadi komoditi dari BRI Syariah KC Solo yang sering digunakan dalam 
akad pembiayaan IMBT adalah KPR. Untuk nasabah yang menggunakan produk 
IMBT di BRI Syariah terdiri dari perorangan dan juga corporate. 
Menurut Raysa Tanjung selaku manager marketing dan juga pembiayaan 
(21 Desember 2017) menyampaikan bahwa perkembangan untuk IMBT sendiri di 
BRI Syariah dari tahun 2016 hingga 2017 portofolio di neraca pembiayaan di BRI 
Syariah mengalami peningkatan. 
Salah satu alasan atau strategi yang membuat BRI Syariah menerapkan 
IMBT adalah karena dengan melihat peluang di pasar (masyarakat) terkait dengan 
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pola angsuran yang ada dalam IMBT. Angsuran yang ada dalam IMBT di BRI 
Syariah KC Solo adalah sliding angsuran yaitu jumlah nominal angsuran dalam 
IMBT tidak selalu sama (dipukul rata) selama masa sewa.  
Adapun standar akuntansi untuk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
telah diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang disahkan oleh 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang di dalamnya mencakup 
tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan 
keuangan. Kesesuaian pada PSAK 107 tersebut sangat penting bagi perbankan 
syariah yang memberikan pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik karena untuk 
menjamin keandalan dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan (Sabirin, 2016). 
Berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, suatu entitas yang 
salah satunya adalah bank syariah dituntut untuk menyajikan atau menghasilkan 
laporan keuangan yang relevan dan andal karena hal tersebut akan berpengaruh 
dalam proses pengambilan keputusan oleh stakeholder (Wiyono dan Taufan, 
2013: 80-81). Oleh karena itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan bank 
syariah terkait pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik harus mengacu pada 
standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 107. 
Hal tersebut juga penting dalam upaya mewujudkan Shari’ah Enterprise 
Theory bagi perbankan syariah. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
secara andal dan relevan menjadi tanggung jawab perbankan syariah sehingga 
kesesuaian dengan PSAK 107 untuk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
sangat penting. 
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Pada kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang 
akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik masih ditemukan 
ketidaksesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Beberapa diantaranya 
yaitu penelitian yang dilakukan oleh Izzati dan Nurhayati (2013) juga menemukan 
bahwa perlakuan akuntansi pemilik pada Bank XYZ belum sepenuhnya sesuai 
dengan PSAK 107 dan PAPSI 2013. 
Selain itu, dalam penelitian Adawiyah dan Fidiana (2017) menemukan 
bahwa perlakuan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik di BMT Sidogiri 
belum sesuai dengan PSAK 107. Penelitian dari Azizah (2014) terkait penerapan 
akuntansi produk pembiayaan Ijarah multijasa pada  PT BPR Syariah Asri 
Madani Nusantara juga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107. 
Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Mariyanti dan Anisah 
(2015) menemukan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa pada PT. 
BPRS Lantabur telah sesuai dengan PSAK 107. Selain itu, penelitian Yusuf 
(2013) mengenai perlakuan akuntansi Ijarah bermasalah berdasarkan PSAK 107 
juga diketahui bahwa pencatatan akuntansi Ijarah bermasalah melalui 
restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Bank Syariah “X” telah sesuai dengan 
PSAK 107 tentang Ijarah. 
Berdasarkan penelitian – penelitian yang telah disebutkan di atas diketahui 
bahwa masih sangat jarang ditemukan penelitian mengenai kesesuaian akuntansi 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Adapun hasil dari beberapa penelitian mengenai 
kesesuaian akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik masih ditemukan 
ketidaksesuaian dengan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah.  
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Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti terkait kesesuaian penerapan 
akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik di perbankan syariah khususnya di kota 
Solo dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 107 
sehingga peneliti mengambil judul “Analisis Penerapan Praktik Akuntansi 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik Berdasarkan PSAK 107 di BRI Syariah Kantor 
Cabang Solo”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti 
mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah adanya beberapa 
perbankan syariah masih belum menyusun laporan keuangannya untuk Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik berdasarkan standar akuntansi yang berlaku karena masih 
terdapat ketidaksesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 
107. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya berfokus pada 
kesesuaian dalam penerapan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
(IMBT) untuk Akuntansi Pemilik dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 107 di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang 
Solo. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana penerapan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) 
di BRI Syariah KC Solo ? 
2. Apakah praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) di BRI 
Syariah KC Solo telah sesuai dengan PSAK 107 ? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat maka adapun tujuan dari 
penelitian ini yaitu: 
1. Untuk menganalisis penerapan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
(IMBT) di BRI Syariah KC Solo. 
2. Untuk menganalisis kesesuaian dari praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik (IMBT) di BRI Syariah KC Solo dengan PSAK 107. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, 
yaitu: 
1. Teoritis  
a. Dapat memperluas wawasan dengan membandingkan teori – teori terkait 
akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang telah dipelajari selama 
bangku kuliah dengan praktik sebenarnya di lapangan. 
2. Praktisi 
a. Memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai penerapan akuntansi 
terkait akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik di perbankan syariah. 
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b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengembangan penerapan PSAK 107 dalam transaksi Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik sebagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat 
kepada bank umum syariah. 
 
1.7. Hasil Penelitian yang Relevan 
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai kesesuaian 
dalam penerapan akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik, antara lain: 
Table 1.1 
Penelitian Terdahulu 
No Judul Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
1 Mekanisme 
dan 
Perlakuan 
Akuntansi 
Ijarah 
Muntahiyah 
Bittamlik  
Adawiyah 
dan Fidiana 
(2017). 
Metode 
wawancara 
dan 
dokumentasi. 
Objek di 
BMT 
Sidogiri 
Prinsip akuntansi dalam 
penerapan IMBT di 
BMT UGT Sidogiri 
belum sesuai dengan 
PSAK 107 dan masih 
terdapat beberapa 
ketidaksesuaian dengan 
fatwa DSN MUI dalam 
hal pengenaan denda 
Meneliti 
kesesuaian 
penerapan akad 
IMBT pada 
perusahaan 
penyewa 
(musta’jir) 
2 Analisis 
Penerapan 
Akuntansi 
Produk 
Pembiayaan 
Ijarah 
Multijasa  
Azizah 
(2014). 
Metode 
wawancara 
dan 
dokumentasi. 
Objek di  PT 
BPR Syariah 
Asri Madani 
Penerapan akuntansi 
untuk produk 
pembiayaan Ijarah 
Multijasa pada PT BPR 
Syariah Asri Madani 
Nusantara belum 
sepenuhnya sesuai 
dengan PSAK 107, 
PAPSI VI.2 dan PSAK 
Peneliti 
selanjutnya 
mengadakan 
perjanjian 
dengan pihak 
Bank untuk 
menjaga 
kerahasiaan agar 
peneliti bisa 
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Nusantara 101 mendapatkan 
data yang cukup 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 2.5 
No Judul Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
3 Differences 
In 
Accounting 
Treatment 
Of Ijarah  
 
Gupta 
(2015). 
Metode 
wawancara 
dan 
dokumentasi. 
Objek empat 
bank Islam di 
UEA 
Semua praktik akuntansi 
Ijarah di keempat bank 
Islam di UEA (ADIB, 
DIP, SIB, dan EBI) 
sesuai dengan IAS-17 
dan tidak FAS-8 dari 
AAOIFI 
Peneliti 
selanjutnya agar 
dapat 
mengadakan 
perjanjian 
dengan pihak 
Bank terkait 
dengan 
kerahasiaan dari 
data yang 
dibutuhkan 
4 Analisis 
Penerapan 
Transaksi 
Ijarah 
Muntahiyah 
Bittamlik 
(IMBT) 
dalam 
Pembiayaan 
Pemilikan 
Rumah 
(PPR) 
Berdasarkan 
Fatwa DSN 
MUI, 
Peraturan 
Bank 
Indonesia, 
PSAK 107, 
PAPSI 
2013, dan 
Izzati dan 
Nurhayati 
(2013). 
Metode 
observasi, 
wawancara 
dan 
dokumentasi. 
Objek di 
Bank XYZ 
Perlakuan dalam 
akuntansi pemilik Bank 
XYZ belum sepenuhnys 
sesuai dengan PSAK 
107 dan juga PAPSI 
2013 karena masih 
terdapat ketidaksesuaian 
dalam pengakuan biaya 
pemeliharaan dan beban 
penyusutannya 
Tidak hanya 
berfokus pada 
IMBT dalam 
Pembiayaan 
Pemilikan 
Rumah (PPR) 
saja  
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FAS 8  
Tabel berlanjut…
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Lanjutan Tabel 2.5 
No Judul Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
5 Perlakuan 
Akuntansi 
Ijarah 
dalam 
Pembiayaan 
Multijasa 
Berdasarkan 
PSAK 107  
Mariyanti 
dan Anisah 
(2015). 
Metode 
wawancara. 
Objek di PT. 
BPRS 
Lantabur 
Tebuireng 
Jombang 
Perlakuan akuntansi 
pembiayaan multijasa 
pada PT. BPRS 
Lantabur telah sesuai 
dengan PSAK 107 
tentang akuntansi 
Ijarah 
Menambah 
pedoman terkait 
dengan 
pembiayaan 
multijasa, tidak 
hanya 
berdasarkan 
PSAK 107 
6 Analisis 
Perlakuan 
Akuntansi 
Pembiayaan 
Ijarah 
Bermasalah  
Yusuf 
(2013). 
Metode 
observasi dan 
wawancara. 
Objek di PT 
Bank Syariah 
“X” di 
Indonesia 
Pencatatan akuntansi 
Ijarah yang dilakukan 
oleh PT Bank Syariah 
“X” telah sesuai dengan 
PSAK 107 terkait 
akuntansi Ijarah 
Melakukan 
penelitian 
mengenai 
pembiayaan 
bermasalah 
lainnya, seperti 
pada pembiayaan 
mudharabah, 
murabahah, 
musyarakah, 
istishna dan 
qardh 
 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah: 
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BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal 
penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi mengenai deskripsi konseptual (teori – teori)   fokus dan 
subfokus serta hasil dari penelitian yang relevan. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi mengenai penjelasan tentang desain dari penelitian, subyek 
penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 
serta validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari obyek dari penelitian serta 
hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan terkait hasil dari penelitian yang telah 
dilakukan  serta saran – saran dari peneliti. 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan analisis Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 
2016 diketahui bahwa kondisi industri perbankan syariah di Indonesia sampai 
akhir tahun 2016 dalam kondisi baik dan diperkirakan untuk tahun 2017 ini 
perbankan syariah juga mempunyai prospek yang baik atau dapat dikatakan akan 
terus mengalami peningkatan (Suharso, 2017). Hal tersebut terbukti dengan 
jumlah total pembiayaan pada produk perbankan syariah di Indonesia yang 
mengalami pertumbuhan dari tahun 2015 sampai Agustus 2017 yaitu sebesar Rp 
153,968 triliun menjadi Rp 177,482 triliun dan Rp 184,354 triliun (Statistik 
Perbankan Syariah, 2017). 
Menurut Direktur Eksekutif Islamic Economic Forum for Indonesia 
Development (ISEFID), Ali Sakti, persebaran untuk aset dalam perbankan syariah 
masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 77,06%. Selain itu dilihat dari 
sebaran pembiayaan untuk perbankan syariah juga masih terkonsentrasi di Pulau 
Jawa yang mencapai 71,19% (Rostanti dan Aini, 2017). 
Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agustus 2017, diketahui bahwa Jawa Tengah 
mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dalam perkembangan 
perbankan syariahnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan pada total 
aset mencapai Rp 13,064 triliun dan pembiayaan mencapai Rp 10,568 triliun 
(Statistik Perbankan Syariah, 2017). 
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Salah satu kota yang mempunyai prospek baik dalam perkembangan 
perbankan syariahnya adalah kota Solo (Purwanto, 2016). Diketahui bahwa kota 
Solo mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016. Peningkatan tersebut 
dapat dilihat dari pangsa pasar dari perbankan syariah di kota Solo yang pada 
Agustus 2016 hingga Agustus 2017 mencapai 14,9% dengan total aset sebesar Rp 
5,922 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, Agustus 2017). 
Peningkatan perbankan syariah di kota Solo tersebut juga ditunjukkan oleh 
adanya pencatatan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariahnya. Berdasarkan 
data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, pembiayaan bank syariah di 
kota Solo pada tahun 2016 tercatat tumbuh 19,9% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar 10,22% (Purwanto, 2016).  
Salah satu jenis produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan berdasarkan 
prinsip sewa yang terdiri dari akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Hal 
tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Polindi (2016) yang 
menyebutkan bahwa tujuan dari akad Ijarah adalah memberikan alternatif bagi 
nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan sistem 
pembayaran tangguhan.  
Namun pada kenyataannya, dalam penelitian Polindi (2016) dan Izzati 
(2013) mengatakan bahwa penggunaan akad Ijarah dan/atau Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik dalam kegiatan penyaluran pembiayaan di perbankan syariah masih 
jarang digunakan. Sampai saat ini mayoritas produk pembiayaan syariah masih 
terfokus pada produk – produk Murabahah (prinsip jual beli).  
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Padahal pembiayaan Ijarah juga memiliki kesamaan dengan pembiayaan 
Murabahah, hanya terdapat perbedaan pada objeknya saja (Fielnanda, 2017). 
Objek pada pembiayaan Ijarah terdiri dari aktiva berwujud dan aktiva tidak 
berwujud, sedangkan untuk pembiayaan Murabahah hanya terdiri dari aktiva 
berwujud saja. 
Hal tersebut terbukti dengan adanya jumlah pembiayaan pada Bank Umum 
Syariah hingga Agustus 2017, untuk produk Murabahah yang mencapai Rp 
107,878 triliun. Jumlah tersebut sangat jauh dibandingkan jumlah pembiayaan 
untuk produk Ijarah yang hanya sebesar Rp 2,211 triliun (Statistik Perbankan 
Syariah, 2017). 
Pembiayaan Ijarah justru lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan 
lainnya karena mempunyai keistimewaan yaitu untuk memulai suatu usaha, 
nasabah tidak perlu memiliki barang modal itu terlebih dahulu, melainkan nasabah 
dapat menyewa kepada perbankan syariah (Fielnanda, 2017). Selain itu, dalam 
pembiayaan Ijarah juga memberikan kemudahan dan kesempatan bagi para 
nasabah untuk dapat memiliki barang atau jasa yang diinginkan dengan 
menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.  
Menurut Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Keuangan Syariah 
(2015) perlu adanya pengembangan untuk skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik di 
perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Alasan pentingnya 
pengembangan skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik di perbankan syariah tersebut 
karena perbankan syariah harus selalu memperkaya produk – produknya agar 
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dapat semakin kompetitif dan berkembang sejalan dengan tuntutan bisnis serta 
kebutuhan masyarakat yang dinamis. 
Adanya produk IMBT juga menjadi salah satu bukti bahwa perbankan 
syariah bukan sekedar bank (beyond banking). Ketika bank konvensional tidak 
dapat menerapkan produk leasing karena terkendala (dilarang) regulasi, hal 
tersebut justru menjadi peluang dan keunggulan tersendiri bagi perbankan syariah 
karena memiliki produk IMBT yang dibenarkan secara hukum (Lembaga 
Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Keuangan Syariah, 2015). 
Adapun salah satu perbankan syariah di Kota Solo yang telah menerapkan 
akad pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah BRI Syariah. Berdasarkan 
survey pendahuluan diketahui bahwa BRI Syariah Kantor Cabang Solo 
merupakan satu – satunya BUS di Kota Solo yang sudah menerapkan akad 
pembiayaan IMBT.  
BRI Syariah mulai menerapkan IMBT sejak tahun 2016. Adapun produk 
yang menjadi komoditi dari BRI Syariah KC Solo yang sering digunakan dalam 
akad pembiayaan IMBT adalah KPR. Untuk nasabah yang menggunakan produk 
IMBT di BRI Syariah terdiri dari perorangan dan juga corporate. 
Menurut Raysa Tanjung selaku manager marketing dan juga pembiayaan 
(21 Desember 2017) menyampaikan bahwa perkembangan untuk IMBT sendiri di 
BRI Syariah dari tahun 2016 hingga 2017 portofolio di neraca pembiayaan di BRI 
Syariah mengalami peningkatan. 
Salah satu alasan atau strategi yang membuat BRI Syariah menerapkan 
IMBT adalah karena dengan melihat peluang di pasar (masyarakat) terkait dengan 
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pola angsuran yang ada dalam IMBT. Angsuran yang ada dalam IMBT di BRI 
Syariah KC Solo adalah sliding angsuran yaitu jumlah nominal angsuran dalam 
IMBT tidak selalu sama (dipukul rata) selama masa sewa.  
Adapun standar akuntansi untuk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
telah diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang disahkan oleh 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang di dalamnya mencakup 
tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan 
keuangan. Kesesuaian pada PSAK 107 tersebut sangat penting bagi perbankan 
syariah yang memberikan pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik karena untuk 
menjamin keandalan dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan (Sabirin, 2016). 
Berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, suatu entitas yang 
salah satunya adalah bank syariah dituntut untuk menyajikan atau menghasilkan 
laporan keuangan yang relevan dan andal karena hal tersebut akan berpengaruh 
dalam proses pengambilan keputusan oleh stakeholder (Wiyono dan Taufan, 
2013: 80-81). Oleh karena itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan bank 
syariah terkait pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik harus mengacu pada 
standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 107. 
Hal tersebut juga penting dalam upaya mewujudkan Shari’ah Enterprise 
Theory bagi perbankan syariah. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
secara andal dan relevan menjadi tanggung jawab perbankan syariah sehingga 
kesesuaian dengan PSAK 107 untuk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
sangat penting. 
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Pada kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang 
akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik masih ditemukan 
ketidaksesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Beberapa diantaranya 
yaitu penelitian yang dilakukan oleh Izzati dan Nurhayati (2013) juga menemukan 
bahwa perlakuan akuntansi pemilik pada Bank XYZ belum sepenuhnya sesuai 
dengan PSAK 107 dan PAPSI 2013. 
Selain itu, dalam penelitian Adawiyah dan Fidiana (2017) menemukan 
bahwa perlakuan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik di BMT Sidogiri 
belum sesuai dengan PSAK 107. Penelitian dari Azizah (2014) terkait penerapan 
akuntansi produk pembiayaan Ijarah multijasa pada  PT BPR Syariah Asri 
Madani Nusantara juga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107. 
Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Mariyanti dan Anisah 
(2015) menemukan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa pada PT. 
BPRS Lantabur telah sesuai dengan PSAK 107. Selain itu, penelitian Yusuf 
(2013) mengenai perlakuan akuntansi Ijarah bermasalah berdasarkan PSAK 107 
juga diketahui bahwa pencatatan akuntansi Ijarah bermasalah melalui 
restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Bank Syariah “X” telah sesuai dengan 
PSAK 107 tentang Ijarah. 
Berdasarkan penelitian – penelitian yang telah disebutkan di atas diketahui 
bahwa masih sangat jarang ditemukan penelitian mengenai kesesuaian akuntansi 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Adapun hasil dari beberapa penelitian mengenai 
kesesuaian akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik masih ditemukan 
ketidaksesuaian dengan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah.  
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Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti terkait kesesuaian penerapan 
akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik di perbankan syariah khususnya di kota 
Solo dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 107 
sehingga peneliti mengambil judul “Analisis Penerapan Praktik Akuntansi 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik Berdasarkan PSAK 107 di BRI Syariah Kantor 
Cabang Solo”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti 
mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah adanya beberapa 
perbankan syariah masih belum menyusun laporan keuangannya untuk Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik berdasarkan standar akuntansi yang berlaku karena masih 
terdapat ketidaksesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 
107. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya berfokus pada 
kesesuaian dalam penerapan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
(IMBT) untuk Akuntansi Pemilik dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 107 di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang 
Solo. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
22 
 
1. Bagaimana penerapan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) 
di BRI Syariah KC Solo ? 
2. Apakah praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) di BRI 
Syariah KC Solo telah sesuai dengan PSAK 107 ? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat maka adapun tujuan dari 
penelitian ini yaitu: 
1. Untuk menganalisis penerapan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
(IMBT) di BRI Syariah KC Solo. 
2. Untuk menganalisis kesesuaian dari praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik (IMBT) di BRI Syariah KC Solo dengan PSAK 107. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, 
yaitu: 
1. Teoritis  
a. Dapat memperluas wawasan dengan membandingkan teori – teori terkait 
akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang telah dipelajari selama 
bangku kuliah dengan praktik sebenarnya di lapangan. 
2. Praktisi 
a. Memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai penerapan akuntansi 
terkait akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik di perbankan syariah. 
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b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengembangan penerapan PSAK 107 dalam transaksi Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik sebagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat 
kepada bank umum syariah. 
 
1.7. Hasil Penelitian yang Relevan 
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai kesesuaian 
dalam penerapan akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik, antara lain: 
Table 1.1 
Penelitian Terdahulu 
No Judul Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
1 Mekanisme 
dan 
Perlakuan 
Akuntansi 
Ijarah 
Muntahiyah 
Bittamlik  
Adawiyah 
dan Fidiana 
(2017). 
Metode 
wawancara 
dan 
dokumentasi. 
Objek di 
BMT 
Sidogiri 
Prinsip akuntansi dalam 
penerapan IMBT di 
BMT UGT Sidogiri 
belum sesuai dengan 
PSAK 107 dan masih 
terdapat beberapa 
ketidaksesuaian dengan 
fatwa DSN MUI dalam 
hal pengenaan denda 
Meneliti 
kesesuaian 
penerapan akad 
IMBT pada 
perusahaan 
penyewa 
(musta’jir) 
2 Analisis 
Penerapan 
Akuntansi 
Produk 
Pembiayaan 
Ijarah 
Multijasa  
Azizah 
(2014). 
Metode 
wawancara 
dan 
dokumentasi. 
Objek di  PT 
BPR Syariah 
Asri Madani 
Penerapan akuntansi 
untuk produk 
pembiayaan Ijarah 
Multijasa pada PT BPR 
Syariah Asri Madani 
Nusantara belum 
sepenuhnya sesuai 
dengan PSAK 107, 
PAPSI VI.2 dan PSAK 
Peneliti 
selanjutnya 
mengadakan 
perjanjian 
dengan pihak 
Bank untuk 
menjaga 
kerahasiaan agar 
peneliti bisa 
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Nusantara 101 mendapatkan 
data yang cukup 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 2.5 
No Judul Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
3 Differences 
In 
Accounting 
Treatment 
Of Ijarah  
 
Gupta 
(2015). 
Metode 
wawancara 
dan 
dokumentasi. 
Objek empat 
bank Islam di 
UEA 
Semua praktik akuntansi 
Ijarah di keempat bank 
Islam di UEA (ADIB, 
DIP, SIB, dan EBI) 
sesuai dengan IAS-17 
dan tidak FAS-8 dari 
AAOIFI 
Peneliti 
selanjutnya agar 
dapat 
mengadakan 
perjanjian 
dengan pihak 
Bank terkait 
dengan 
kerahasiaan dari 
data yang 
dibutuhkan 
4 Analisis 
Penerapan 
Transaksi 
Ijarah 
Muntahiyah 
Bittamlik 
(IMBT) 
dalam 
Pembiayaan 
Pemilikan 
Rumah 
(PPR) 
Berdasarkan 
Fatwa DSN 
MUI, 
Peraturan 
Bank 
Indonesia, 
PSAK 107, 
PAPSI 
2013, dan 
Izzati dan 
Nurhayati 
(2013). 
Metode 
observasi, 
wawancara 
dan 
dokumentasi. 
Objek di 
Bank XYZ 
Perlakuan dalam 
akuntansi pemilik Bank 
XYZ belum sepenuhnys 
sesuai dengan PSAK 
107 dan juga PAPSI 
2013 karena masih 
terdapat ketidaksesuaian 
dalam pengakuan biaya 
pemeliharaan dan beban 
penyusutannya 
Tidak hanya 
berfokus pada 
IMBT dalam 
Pembiayaan 
Pemilikan 
Rumah (PPR) 
saja  
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FAS 8  
Tabel berlanjut…
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Lanjutan Tabel 2.5 
No Judul Peneliti, 
Metode, dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
5 Perlakuan 
Akuntansi 
Ijarah 
dalam 
Pembiayaan 
Multijasa 
Berdasarkan 
PSAK 107  
Mariyanti 
dan Anisah 
(2015). 
Metode 
wawancara. 
Objek di PT. 
BPRS 
Lantabur 
Tebuireng 
Jombang 
Perlakuan akuntansi 
pembiayaan multijasa 
pada PT. BPRS 
Lantabur telah sesuai 
dengan PSAK 107 
tentang akuntansi 
Ijarah 
Menambah 
pedoman terkait 
dengan 
pembiayaan 
multijasa, tidak 
hanya 
berdasarkan 
PSAK 107 
6 Analisis 
Perlakuan 
Akuntansi 
Pembiayaan 
Ijarah 
Bermasalah  
Yusuf 
(2013). 
Metode 
observasi dan 
wawancara. 
Objek di PT 
Bank Syariah 
“X” di 
Indonesia 
Pencatatan akuntansi 
Ijarah yang dilakukan 
oleh PT Bank Syariah 
“X” telah sesuai dengan 
PSAK 107 terkait 
akuntansi Ijarah 
Melakukan 
penelitian 
mengenai 
pembiayaan 
bermasalah 
lainnya, seperti 
pada pembiayaan 
mudharabah, 
murabahah, 
musyarakah, 
istishna dan 
qardh 
 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah: 
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BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal 
penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi mengenai deskripsi konseptual (teori – teori)   fokus dan 
subfokus serta hasil dari penelitian yang relevan. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi mengenai penjelasan tentang desain dari penelitian, subyek 
penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 
serta validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari obyek dari penelitian serta 
hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan terkait hasil dari penelitian yang telah 
dilakukan  serta saran – saran dari peneliti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Shari’ah Enterprise Theory 
Enterprise theory merupakan suatu teori akuntansi yang memandang 
bahwa eksistensi perusahaan tidak dapat terlepas dari kontribusi para stakeholders 
(karyawan, kreditur, pemerintah dan masyarakat). Hal tersebut dikarenakan 
perusahaan melakukan interaksi kepada masyarakat sebagai bentuk konsekuensi 
dari adanya kontrak sosial yang dilakukan (Triyuwono, 2008: 355). 
Akuntansi sebagai suatu bagian dari konsep ekonomi Islam harus dapat 
memancarkan dan memiliki hubungan langsung dengan sistem ekonomi Islam 
(Mulawarman, 2009: 112). Hubungan langsung tersebut berkaitan dengan tujuan 
dari akuntansi syariah itu sendiri yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh 
umat (Triyuwono dan As’udi, 2001 dalam Mulawarman, 2009: 112). 
Tujuan dari akuntansi syariah tersebut dapat dikatakan sebagai wujud atau 
bentuk kecintaan kepada Allah sesuai dengan nilai – nilai Islam dan tujuan syariah 
yang telah ditetapkan. Adapun konsekuensi dari tujuan tersebut adalah harus 
membentuk konsep dasar teoritis tentang akuntansi syariah yang berbeda dan 
akuntansi syariah menyetujui penggunaan enterprise theory (Mulawarman, 2009: 
113-114). 
Allah SWT sebagai sumber dari amanah utama karena Dia adalah pemilik 
yang mutlak. Untuk sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada 
prinsipnya merupakan amanah dari Allah yang di dalamnya terdapat sebuah 
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tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan 
oleh-Nya (Triyuwono, 2008: 356). 
Stakeholders sebagai khalifah Allah diberikan amanah untuk dapat 
mengelola sumber daya dan mendistribusikannya secara adil (Triyuwono, 2008: 
358). Berdasarkan hal tersebut maka untuk seluruh lembaga keuangan yang 
menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam, salah satunya 
perbankan syariah diharapkan untuk mampu mewujudkan shari’ah enterprise 
theory karena selain bertanggung jawab kepada Allah, mereka juga bertanggung 
jawab kepada para nasabah terkait dengan dana yang telah dititipkan atau 
diamanahkan di perbankan syariah. 
Salah satu bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan yaitu dengan 
menyajikan laporan keuangan yang berisi mengenai informasi akuntansi, baik 
kuantitatif maupun kualitatif yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk 
pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders) 
(Mulawarman, 2009: 117). Oleh karena itu, perbankan syariah harus dapat 
menyajikan laporan keuangan yang andal dan relevan sebagai wujud pertanggung 
jawabannya kepada para stakeholders. 
Untuk itu, guna mendapatkan laporan keuangan yang andal dan relevan 
maka perbankan syariah harus mengacu atau berpedoman pada standar akuntansi 
yang berlaku terkait dengan semua produknya. Salah satunya adalah produk 
pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik) 
yang sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 107) 
tentang Ijarah. 
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2.2. Perbankan Syariah 
Pendirian bank syariah pertama kali dilakukan di Mesir pada tahun 1963 
yaitu dengan didirikannya Mit Ghamr Local Saving Bank. Kesuksesan dari Mit 
Ghamr Local Saving Bank membuat umat Muslim di seluruh dunia terinspirasi 
sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa prinsip – prinsip Islam dapat 
diimplikasikan dalam kegiatan bisnis modern (Karim, 2014: 23).  
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah bank syariah 
pada tahun 2016 mencapai 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum 
Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS). 
Pertumbuhan jumlah perbankan syariah di Indonesia terus mengalami 
peningkatan hingga Agustus 2017 dengan jumlah bank syariah yang beroperasi 
mencapai 213 bank syairah yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 34 
Unit Usaha Syariah (UUS), dan 166 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 
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Table 2.1 
Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017 
 
No Bank Umum Syariah 
1 Bank Muamalat Indonesia 
2 Bank Syariah Mandiri 
3 Bank Mega Syariah 
4 Bank BRI Syariah 
5 Bank Syariah Bukopin 
6 Bank BNI Syariah 
7 Bank Jabar Banten Syariah 
8 BCA Syariah 
9 Bank Victoria Syariah 
10 Maybank Syariah Indonesia 
11 Bank Panin Syariah 
12 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 
13 Bank Aceh Syariah 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Januari 2017) 
 
2.3. Pengertian Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) 
Ijarah merupakan suatu akad atau kesepakatan dalam produk pembiayaan 
yang terkait dengan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau 
jasa antara pihak penyewa (musta’jir) dengan pemilik obyek sewa (mu’jir) dengan 
adanya pembayaran berupa upah sewa (ujrah) tanpa diikuti pemindahan 
kepemilikan atas barang atau jasa yang disewakan tersebut dalam jangka waktu 
tertentu sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak (Nurhayati dan 
Wasilah, 2014: 228). 
Berdasarkan PSAK 107, Ijarah merupakan suatu akad pemindahan hak 
guna atau manfaat atas suatu aset (barang atau jasa) dalam waktu tertentu dengan 
adanya pembayaran sewa (ujrah) dan tanpa diikuti dengan pemindahan atas 
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kepemilikan suatu aset sewa itu sendiri. Adapun asset yang disewakan dapat 
berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya. 
Gambar 2.1 
Skema Ijarah 
 
     Menyewakan aset 
    Membayar ujrah 
Sumber: Karim (2014: 101) 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) berdasarkan PSAK 107 merupakan 
suatu akad atau perjanjian sewa (Ijarah) yang dimana terdapat opsi pemindahan 
kepemilikan atas aset yang di-Ijarah-kan dari pemilik kepada penyewa pada akhir 
masa sewanya dengan membuat akad yang terpisah. Pemindahan kepemilikan 
tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan hibah, penjualan 
sebelum masa akhir akad, penjualan pada akhir masa akad, dan penjualan secara 
bertahap. 
Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 27 (2002), Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
merupakan salah satu bentuk perjanjian atau kesepakatan sewa – menyewa atas 
suatu barang atau jasa yang dimana disertai dengan adanya opsi untuk 
pemindahan hak kepemilikan atas obyek yang disewakan tersebut kepada pihak 
penyewa ketika masa sewa telah berakhir. 
Pelaksanaan akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamilik telah diatur 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 
2000 tentang Pembiayaan Ijarah, sedangkan untuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
Bank  
(pemilik sewa) 
Nasabah 
(penyewa) 
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diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 27 
Tahun 2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik (Anshori, 2007: 142-
146). 
Gambar 2.2 
Skema IMBT 
1.a Menyewakan aset 
    1.b Membayar ujrah 
            2.a Menjual aset 
  2.b Bayar tunai / cicial     
 
  Sumber: Karim (2014: 101) 
 
2.4. Dasar Hukum Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
2.4.1. Al-Quran dan Hadits 
Pelaksanaan Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik telah 
dijelaskan dan diatur dalam Al-Quran karena kegiatan sewa – menyewa 
seperti itu juga telah terjadi atau dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. 
Adapun dasar hukum tentang akad Ijarah terdapat pada QS. Al-Baqarah 
ayat 233 (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 231) sebagai berikut : 
 ُْمتَْيتآ اَم ُْمتْمَّلَس َاذِإ ْمُكَْيلَع َحَانُج ََلَف ْمَُكدَلََْوأ اُوعِضَْرتَْست َْنأ ُْمتْدََرأ ْنِإَو
 َ َّاللَّ ََّنأ اوُمَلْعاَو َ َّاللَّ اُوقَّتاَو ۗ ِفوُرْعَمْلاِب  ريَِصب َنُولَمَْعت اَِمب  
“…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak 
berdosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
Nasabah  Bank 
Nasabah 
pemasok 
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yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:233). 
Selain itu, dasar hukum akad Ijarah juga terdapat dalam beberapa 
hadits (Ashori, 2007: 142) yang diantaranya yaitu hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwasannya Nabi 
bersabda : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. 
Ibnu Majah). 
Hadits riwayat Abu Dawud dari Sa’ad Ibn Abi Waqqash, ia berkata :  
“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil 
pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal 
tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan 
emas dan perak”. (HR. Abu Dawud). 
Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW 
memperbolehkan untuk melakukan sewa dengan memberikan upah atau 
ujrah. Selain itu, Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk 
memberikan hak bagi pekerja setelah pekerjaan yang dilakukannya selesai 
atau dengan kata lain tidak menunda dalam memberikan hak bagi pekerja. 
Adapun dasar hukum terkait dengan akad Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik terdapat pada QS. Al-Zukhruf ayat 32 (Ashori, 2007: 145) yang 
berbunyi sebagai berikut: 
 ْمَُهتَشيِعَم ْمَُهنَْيب َانْمََسق ُنَْحن ۚ َِك بَر َتَمْحَر َنوُمِسَْقي ْمَُهأ  ِةاَيَحْلا ِيف
 اًضْعَب ْمُهُضْعَب َذِخَّتَيِل ٍتاَجََرد ٍضَْعب َقَْوف ْمُهَضْعَب َانْعَفَرَو ۚ اَيْنُّدلا
 َنُوعَمَْجي ا َّمِم  رْيَخ َِك بَر ُتَمْحَرَو ۗ اًّيِرْخُس 
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“Apakah mereka yang membagi – bagikan rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka 
atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka 
dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Al-Zukhruf: 
32). 
Adapun hadits yang menjelaskan mengenai akad Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik (Ashori, 2007: 145) yaitu hadits Nabi yang 
diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Amir bin Auf: 
“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslim, kecuali 
perjanjian yang mengharmkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram, dan kaum  muslimin terikat dengan syarat – syarat mereka 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram”.(HR. Tirmidzi).  
Selain itu juga ada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dari 
Ibnu Mas’ud: “ Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam 
satu obyek”. (HR. Ahmad). 
Dua hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW 
memperbolehkan suatu bentuk perjanjian selama perjanjian tersebut tidak 
melanggar syariat Islam atau tidak menghalalkan yang haram maupun 
tidak mengharamkan yang halal. Salah satu bentuk perjanjian yang 
dilarang oleh Rasulullah SAW yaitu jika ada dua akad berbeda yang 
terjadi dalam satu transaksi atau dalam satu objek yang sama. 
Berdasarkan penjelasan dari hadits tersebut jika dikaitkan dengan 
akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik diketahui bahwa penggunaan akad 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik diperbolehkan karena dalam akad Ijarah 
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Muntahiyah Bittamlik ada dua bentuk akad yaitu sewa dan beli akan tetapi 
dilakukan secara terpisah. 
 
2.4.2. Regulasi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) di Indonesia 
Dasar hukum terkait dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik di 
Indonesia juga telah diatur berdasarkan hukum negara. Adapun dasar hukum 
tersebut yaitu: 
1. Undang – Undang No. 10/1998 tentang Perbankan 
a. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib dikembalikan disertai 
imbalan (prinsip Ijarah) (pasal 1.12). 
b. Prinsip syariah dalam pembiayaan barang modal dapat dilakukan dengan 
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari Bank oleh 
nasabah (pasal 1.13). 
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR 12 Maret 
1998 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah 
a. Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam menyalurkan dananya, 
antara lain yaitu dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip Ijarah 
(pasal 28). 
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 28 Maret 2002 
a. Harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. 
b. Akad pemindahan kepemilikan (jual beli / hibah) hanya dapat dilakukan 
apabila masa sewa Ijarah terlah selesai. 
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi 
Syariah 
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a. Objek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat 
pemindahan hak kepemilikan objek sewa terjadi. 
b. Perpindahan hak kepemilikan objek sewa diakui apabila seluruh 
pembayaran sewa telah selesai dan penyewa telah membeli / menerima 
hibah dari pemilik. 
5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi 
Ijarah. 
 
2.5. Rukun dan Ketentuan Syariah Ijarah 
Adapun rukun  dan juga ketentuan syariah Ijarah yaitu sebagai berikut 
(Nurhayati dan Wasilah, 2014: 232-233) : 
1. Pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) dan juga pihak penyewa 
(musta’jir). 
Bagi pihak pemberi sewa dan juga penyewa harus memenuhi beberapa 
ketentuan, yaitu: 
a. Baligh 
b. Berakal sehat 
c. Cakap hukum 
2. Obyek Akad Ijarah (Obyek/Aset Sewa). 
Ada beberapa ketentuan syariah terkait dengan obyek Ijarah, antara lain: 
a. Manfaat aset/jasa 
1) Obyek harus dapat dinilai dan dapat dimanfaatkan (tidak rusak). 
2) Harus halal atau tidak merupakan sesuatu yang dilarang atau 
diharamkan secara syariah. 
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3) Manfaat dari obyek tersebut dapat dialihkan secara syariah. 
4) Obyek harus dapat diidentifikasi atau dapat dikenali secara spesifik 
untuk menghindari hal – hal yang akan menimbulkan permasalahan di 
kemudian hari. 
5) Jangka waktu penggunaan manfaat dari obyek Ijarah harus jelas. 
b. Upah Sewa (Ujrah) 
1) Besarnya ujrah harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak yang 
melakukan akad. 
2) Ujrah diperbolehkan dibayar dalam bentuk jasa (manfaat) dari jenis 
yang serupa dengan obyek Ijarah. 
3) Besarnya ujrah bersifat fleksibel (antara di tempat satu dengan satunya 
dapat berbeda). 
c. Beberapa Ketentuan Syariah untuk Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, 
yaitu: 
1) Pihak yang melakukan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik harus 
melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Setelah akad Ijarah tersebut 
telah berakhir baru dapat melakukan akad pemindahan kepemilikan 
obyek Ijarah, baik dengan jual beli ataupun hibah (sesuai dengan 
kesepakatan bersama). 
2) Hukum dari janji (wa’d) terkait pemindahan kepemilikan obyek Ijarah 
yang telah disepakati tersebut tidak mengikat dan jika janji tersebut 
dilaksanakan maka harus ada akad baru atau akad yang terpisah untuk 
pemindahana kepemilikan obyek tersebut. 
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3. Ijab Kabul atau Serah Terima 
Ketentuan syariah dalam ijab kabul yaitu bahwa dimana antara kedua pihak, 
baik dari pemilik sewa dan penyewa harus sama – sama ridha dan tidak ada 
unsur paksaan dalam melakukan kesepatan, baik akad Ijarah maupun Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik tersebut. 
 
2.6. Berakhirnya Akad Ijarah 
Berdasarkan Nurhayati dan Wasilah (2014: 234) ada beberapa hal yang 
dapat menyebabkan suatu akad Ijarah itu berakhir, yaitu: 
1. Berakhirnya periode atau jangka waktu akad sesuai dengan kesepakatan awal. 
2. Periode akad belum berakhir akan tetapi dari pihak pemberi sewa dan juga 
penyewa bersepakat untuk menghentikan akad Ijarah tersebut. 
3. Terjadi kerusakan pada obyek Ijarah 
4. Pihak penyewa tidak dapat membayar uang sewa. 
5. Jika salah satu pihak, baik pemilik sewa atau penyewa meninggal dunia dan 
ahli warisan dari pihak tersebut tidak berkeinginan untuk melanjutkan akad 
tersebut. 
 
2.7. Perbedaan Ijarah dan Leasing 
Ijarah dan leasing merupakan dua istilah yang sama – sama mengacu pada 
hal sewa – menyewa. Akan tetapi, keduanya mempunyai perbedaan terkait dengan 
objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikan, dan jenis leasing lainnya. 
Adapun perbedaan – perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut: 
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Table 2.2 
Perbedaan Ijarah dan Leasing 
No Keterangan Ijarah Leasing 
1 Obyek  Manfaat barang & jasa Manfaat barang & 
jasa 
2 Metode 
Pembayaran 
Tergantung atau tidak 
tergantung pada kondisi 
barang/jasa yang disewa 
Tidak tergantung 
pada kondisi barang 
yang disewa 
3 Perpindahan 
Kepemilikan 
a. Ijarah (tidak ada 
perpindahana 
kepemilikan) 
b. IMBT (janji untuk 
menjual/ menghibahkan 
di awal akad) 
a. Operating lease 
(tidak ada 
perpindahan 
kepemilikan) 
b. Financial lease 
(terdapat opsi 
membeli atau 
tidak membeli di 
akhir masa sewa) 
4 Jenis Leasing 
Lainnya 
a. Lease Purchase (tidak 
diperbolehkan karena 
terdapar unsur gharar, 
yaitu antara sewa dan 
beli) 
b. Sale and Lease Back 
(diperbolehkan) 
a. Lease Purchase 
(diperbolehkan) 
b. Sale and Lease 
Back 
(diperbolehkan) 
Sumber : Karim (2014: 140) 
 
2.8. PSAK 107 
Menurut Wartoyo dan David (2016), perkembangan akuntansi syariah di 
Indonesia sendiri telah dilakukan pada tingkat nasional yaitu pada tahun 2002. Hal 
tersebut terbukti dengan adanya PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan 
Syariah yang merujuk pada Standar Akuntansi Syariah Internasional, yaitu 
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI) yang kemudian diperluas lagi pada PSAK tahun 2008 yang terdiri dari 
pasal 101 sampai 108. 
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Adapun standar akuntansi di Indonesia yang khusus mengatur mengenai 
akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi Ijarah yang dikeluarkan 
oleh Ikatan Akuntan Indoneisa (IAI) yang terdiri dari Akuntansi Pemilik dan 
Akuntansi Penyewa. Berikut ini ketentuan dari akad Ijarah berdasarkan PSAK 
107: 
1. Akuntansi Pemilik (Mu’jir) 
Ada ketentuan – ketentuan terkait dengan pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan untuk akuntansi pemilik berdasarkan PSAK 
107, yaitu: 
Table 2.3 
Akuntansi Pemilik 
Tabel berlanjut… 
Pengakuan dan 
Pengukuran 
 
Biaya perolehan Objek ijarah diakui pada saat objek diperoleh sebesar 
biaya perolehan. 
Untuk aktiva tetap mengacu pada PSAK 16: jumlah kas 
atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu 
aset pada saat perolehan. 
Untuk aktiva tidak berwujud mengacu pada PSAK 19: 
jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai 
wajar dari sumber daya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau saat 
diproduksi. 
Penyusutan dan 
amortisasi 
Sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi aset 
sejenis selama umur ekonomisnya. 
Untuk aktiva tetap mengacu pada PSAK 16: metode garis 
lurus. 
Untuk aktiva tidak berwujud mengacu pada PSAK 19: 
harus mencerminkan pola konsumsi dari manfaat 
ekonomis oleh perusahaan, jika pola tersebut tidak dapat 
ditentukan secara tepat maka menggunakan metode garis 
lurus. 
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Lanjutan Tabel 2.3 
Sumber: PSAK 107 
2. Akuntansi Penyewa (Musta’jir) 
Ada ketentuan – ketentuan terkait dengan pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan untuk akuntansi penyewa berdasarkan PSAK 
107, yaitu: 
Perpindahan 
kepemilikan 
Jika dengan penjualan setelah berakhir masa akad maka 
selisih harga jual dengan jumlah tercatat objek ijarah 
diakui sebagai keuntungan atau kerugian 
Jika dengan penjualan bertahap maka selisih harga jual 
dengan jumlah tercatat sebagian dari objek ijarah yang 
telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan 
bagian objek ijarah yang dibeli oleh penyewa diakui 
sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesui dengan 
tujuan dari penggunaan aset tersebut 
Pendapatan dan 
beban 
Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat aset diperoleh 
penyewa 
Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat 
direalisasikan pada akhir periode pelaporan 
Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah diakui pada saat 
terjadinya jika tidak rutin, dan biaya dibebankan kepada 
pemilik serta diakui sebagai beban pada saat terjadinya 
jika rutin. 
Untuk IMBT dengan penjualan bertahap, biaya perbaikan 
ditanggung oleh pemilik dan penyewa sesuai dengan 
bagian atas kepemilikan objek ijarah. 
Penyajian 
 
Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi 
dengan beban terkait 
Pengungkapan Pengungkapan pemilik terkait transaksi ijarah dan IMBT 
tetapi tidak terbatas pada : 
Penjelasan umum isi akad yang signifikan tetapi tidak 
terbatas pada keberadaan wa’d pengalihan kepemilikan 
dan mekanisme yang digunakan, pembatasan – 
pembatasan, dan agunan yang digunakan (jika ada) 
Nilai perolehan serta akumulasi penyusutan atau 
amortisasi setiap aset ijarah 
Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada) 
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Table 2.4 
Akuntansi Penyewa 
 
Pengakuan dan 
Pengukuran 
 
Beban Beban sewa diakui selama masa akad saat aset diterima 
Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas 
manfaat yang telah diterima 
Biaya pemeliharaan objek ijarah yang telah disepakati 
menjadi tanggung jawab penyewa dan diakui sebagai 
beban pada saat terjadinya. 
Untuk IMBT melalui penjualan secara bertahap maka 
biaya pemeliharan juga akan meningkat sesuai dengan 
meningkatnya jumlah kepemilikan atas objek ijarah 
tersebut. 
Perpindahan 
kepemilikan 
Jika dengan hibah maka aset dan keuntungan diakui 
sebesar nilai wajar dari objek ijarah 
Jika pembelian sebelum masa berakhir maka aset diakui 
sebesar nilai wajar atau sesuai pembayaran tunai yang 
disepakati 
Jika dengan pembelian setelah masa berakhir maka aset 
diakui sebesar nilai wajar atau pembayaran tunia yang 
disepakati 
Jika dengan pembelian bertahap maka aset diakui sebesar 
nilai wajar 
Jual-dan-ijarah Jika objek ijarah dijual ke pihak lain dan kemudian 
disewakan kembali maka entitas mengakui keuntungan 
atau kerugian pada saat periode terjadinya penjualan 
dalam laporan laba rugi serta menerapkan perlakuan 
akuntansi penyewa 
Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi jual 
dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau 
penambah dari beban ijarah 
Ijarah-Lanjut Jika suatu entitas menyewa onjek ijarah untuk disewa-
lanjutkan lagi maka entitas menerapkan perlakuan 
akuntansi pemilik (mengakui sebagai beban ijarah 
tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang), dan 
akuntansi penyewa (beban ijarah untuk sewa jangka 
pendek) 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 2.4 
Penyajian Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi 
dengan beban terkait 
Pengungkapan Pengungkapan penyewa terkait transaksi ijarah dan IMBT 
tetapi tidak terbatas pada : 
Penjelasan umum isi akad yang signifikan tetapi tidak 
terbatas pada total pembayaran, keberadaan wa’d 
pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, 
pembatasan – pembatasan, dan agunan yang digunakan 
(jika ada) 
Keberadaan transksi jual-dan-ijarah serta keuntungan atau 
kerugian yang diakui (jika ada) 
Sumber: PSAK 107 
Adapun fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntansi 
untuk pemilik (Mu’jir) karena peneliti hanya mencari data dari pihak bank 
saja. Hal tersebut juga sesuai dengan batasan masalah yang ada di dalam 
penelitian ini. 
 
2.9. Kerangka Berfikir 
Pada penelitian ini, secara sistematis peneliti membuat kerangka berfikir 
untuk memberikan gambaran mengenai model penelitian yang dilakukan. Adapun 
kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kerangka berfikir di atas, peneliti dalam penelitian ini akan 
melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang 
Solo terkait dengan kesesuaian penerapan akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
(IMBT). Setelah itu, peneliti menganalisis penerapan akuntansi IMBT tersebut 
berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107. 
Kemudian, setelah melakukan kegiatan analisis tersebut peneliti membuat 
kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukannya. Adapun kesimpulan yang 
akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu apakah penerapan akuntansi IMBT di BRI 
Syariah Kantor Cabang Solo sudah sesuai atau belum dengan PSAK 107. 
BRI Syariah 
PSAK 107 Analisis 
IMBT 
Kesimpulan 
Sesuai Belum 
Sesuai 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada kondisi alamiah dari 
objek penelitian (Sugiyono, 2011: 8). Adapun tujuan dari penelitian kualitatif 
adalah menggambarkan realitas yang kompleks dan memperoleh pemahaman 
makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011: 8). Pada penelitian ini, peneliti 
menganalisis kesesuaian dari penerapan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik dengan PSAK 107. 
 
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September 2017 sampai dengan 
bulan Maret 2018. Adapun tempat yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian 
ini adalah lembaga keuangan syariah yang berupa Bank Umum Syariah (BUS). 
Bank Umum Syariah yang digunakan untuk penelitian yaitu Bank Rakyat 
Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Solo yang beralamatkan di Jl. Veteran 
No 120, Gajahan, Pasar Kliwon. Pemilihan objek dalam penelitian ini adalah 
menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria Bank Umum Syariah 
yang menerapkan akad pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan yang 
bersedia untuk menjadi objek penelitian. 
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3.3. Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, sedangakan 
sumber data yang digunakan oleh peneliti, meliputi: 
1. Data Primer 
Adapun sumber data primer dari penelitian ini yaitu peneliti 
mendapatkan informasi secara langsung dari pihak BRI Syariah KC Solo yang 
menjadi informan dari penelitian ini, yaitu manager pembiayaan, bagian 
pembukuan, dan legal official. 
2. Data Sekunder 
Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu berupa profil 
perusahaan, struktur organisai, syarat – syarat pembiayaan IMBT dan laporan 
keuangan dari BRI Syariah. Selain itu, peneliti juga menggunakan atau 
mencari data mengenai pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang didapat 
dari artikel, buku – buku, dan berita dari website  yang dapat mendukung 
penelitian ini. 
 
 
3.4. Sampel Penelitian 
Sampel dalam penelitian ini adalah informan atau narasumber. Adapun 
informan yang digunakan adalah manager pembiayaan, bagian pembukuan, dan 
bagian legal official dari Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) untuk 
mengetahui terkait dengan kesesuaian dari penerapan praktik akuntansi Ijarah 
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Muntahiyah Bittamlik dengan PSAK 107. Pemilihan informan dalam penelitian 
ini berdasarkan rekomendasi dari pihak BRI Syariah KC Solo. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah:  
1. Wawancara 
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
wawancara terstrukur yang dimana peneliti sudah menyiapkan instrument 
penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan secara tertulis terkait standar 
akuntansi untuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik serta peneliti juga telah 
mempunyai jawaban atas pertanyaan – pertanyaan tersebut. Peneliti 
melakukan wawancara kepada informan yang dari BRI Syariah Kantor 
Cabang Solo, yaitu manager pembiayaan, bagian pembukuan, dan legal 
official. 
2. Dokumentasi 
Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 
laporan keuangan dari BRI Syariah yang dapat digunakan sebagai pelengkap 
data yang diperoleh dari wawancara. Selain itu peneliti juga menggunakan 
laporan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan dari Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). 
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3.6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif. Adapun proses dalam melakukan analisis data dalam penelitian 
ini, yaitu: 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebelum terjun ke 
lapangan yang didapatkan dari berbagai sumber, dapat berupa data hasil 
penelitian terdahulu atau data sekunder yang dapat digunakan untuk 
menentukan fokus dari penelitian. Data – data tersebut masih berupa data 
mentah dan belum teratur sehingga masih diperlukan tahap dianalisis ulang 
agar menjadi suatu data matang dan teratur. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti 
merangkum, memilih, atau memfokuskan berbagai data yang telah 
dikumpulkan sebelumnya hanya yang terkait dengan tujuan dari penelitian ini 
dan membuang hal – hal yang dirasa tidak diperlukan agar mempermudah 
peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya. 
3. Penyajian Data (data display) 
Penyajian data yang dilakukan peneliti berupa uraian secara singkat 
mengenai penerapan akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada BRI Syariah 
KC Solo yang kemudian dilihat kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang 
berlaku, yaitu PSAK 107. 
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4. Penarikan Kesimpulan (Verification)  
Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti yaitu 
dengan berdasarkan hasil dari penelitian yang relevan yang telah peneliti 
lakukan di BRI Syariah dan kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan 
apakah penerapan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik di BRI 
Syariah KC Solo sudah sesuai atau belum dengan standar akuntansi yang 
berlaku, yaitu PSAK 107. 
Gambar 3.1 
Model Analisis Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sugiyono (2015: 247) 
 
3.7. Validitas dan Reliabilitas Data 
Adapun yang dilakukan oleh peneliti dalam menguji validitas dan 
reliabilitas dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek atau membandingkan data dari 
berbagai sumber yang diperoleh selama penelitian dilakukan (Sugiyono, 2011: 
274). Pada penelitian ini, peneliti membandingkan informasi yang didapat dari 
Conclusions 
(verifying) 
Data 
collection 
Data 
reduction 
Data display 
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tiga narasumber atau informan, yaitu manager pembiayaan, bagian pembukuan, 
dan bagian legal official. 
Triangulasi teknik yaitu dengan cara mengecek atau membandingkan data 
dari berbagai sumber yang diperoleh selama penelitian dilakukan (Sugiyono, 
2011: 273). Adapun triangulasi teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
dari teknik wawancara dan dokumentasi. 
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Sejarah BRI Syariah 
Berdirinya Bank Rakyat Indonesia Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 
Desember tahun 2007. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada 
tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui surat Nomor 10/67/KEP.GBI/DpG/2008. 
Kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank Rakyat Indonesia 
Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula 
beroperasi secara konvensional, diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 
prinsip – prinsip syariah.  
Sudah lebih dari 10 tahun, Bank Rakyat Indonesia Syariah hadir sebagai 
sebuah bank ritel modern yang terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan 
kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih 
bermakna. BRI Syariah melayani nasabah dengan pelayanan prima (service 
excellence) dan menawarkan berbagai macam produk yang sesuai dengan harapan 
dan kebutuhan nasabah berdasarkan prinsip syariah tentunya. Hadirnya BRI 
Syariah di tengah – tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna 
pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.  
Logo tersebut menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat 
terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah yang 
mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Adanya kombinasi warna 
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yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang 
merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 
Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 
tahun 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah 
(spin off process) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009. Sampai 
saat ini, BRI Syariah telah menjadi bank syariah yang ketiga terbesar berdasarkan 
jumlah asetnya. BRI Syariah tumbuh sangat pesat baik dari sisi aset, jumlah 
pembiayaan maupun perolehan dana pihak ketiga. BRI Syariah berfokus di 
segmen menengah bawah dan menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka 
dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. 
Sampai saat ini, BRI Syariah sudah mempunyai 54 Kantor Cabang dan 
206 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di selurh Indonesia. Salah satu 
Kantor Cabang dari BRI Syariah tersebut berada di Kota Solo yang beralamatkan 
di Jalan Veteran No 120, Gajahan, Pasar Kiwon.  
 
4.2. Visi dan Misi BRIS 
Adapun visi yang diemban oleh BRI Syariah dalam melaksanakan dan 
menjalankan kegiatannya adalah menjadi bank ritel modern terkemuka dengan 
ragam layanan financial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan 
termudah untuk kehidupan lebih bermakna.  
Untuk misi dari BRIS sendiri adalah memahami keragaman individu dan 
mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah, menyediakan produk dan 
layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip – prinsip syariah, 
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menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanaa 
pun, serta memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
menghadirkan ketentraman pikiran. 
 
4.3. Produk dan Akad di BRI Syariah KC Solo 
BRI Syariah KC Solo mempunyai dua jenis produk, yaitu produk 
penghimpunan dana (Funding) dan produk pembiayaan (Financing) dengan 
berbagai jenis akad yang digunakan atau ditawarkan kepada para nasabah yang 
sesuai dengan prinsip syariah Islam. Adapun produk – produk beserta akad yang 
digunakan oleh BRI Syariah tersebut adalah sebagai berikut :  
1. Penghimpunan Dana  
a. Tabungan Faedah iB merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk 
nasabah perorangan yang menginginkan atau mencari kemudahan dalam 
melakukan transaksi keuangan sehari – hari. Adapaun akad yang 
digunakan adalah wadi’ah yad dhamanah. 
b. Tabungan Haji iB merupakan produk simpanan yang menggunakan akad 
bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah yang ditujukan bagi calon haji 
untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang 
akan dilaksanakannya. Adapun akad yang digunakan adalah Mudharabah 
Muthlaqah. 
c. Tabungan Impian iB merupakan produk simpanan berjangka untuk 
nasabah perorangan yang bertujuan untuk mewujudkan impian dari 
nasabah (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan mekanisme 
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autodebet setoran bulanan rutin. Adapun akad yang digunakan adalah 
Mudharabah Muthlaqah. 
d. Simpanana Faedah iB merupakan produk simpanan dana pihak ketiga 
dengan menggunakan akad Mudharabah. Pada produk ini, nasabah 
sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dari dana tersebut 
dengan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang 
telah disepakati. 
e. Simpanan Pelajar iB merupakan tabungan bagi siswa yang diterbitkan 
secara nasional oleh bank – bank di Indonesia berdasarkan persyaratan 
yang telah ditentukan dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk 
mendorong budaya menabung sejak dini. 
f. Giro Faedah Mudharabah iB merupakan simpanan investasi dana nasbah 
kepada bank dengan menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah yang 
penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan 
menggunakan cek, bilyet giro, atau dengan pemindahbukuan. 
g. Deposito iB merupakan produk simpanan berjangka bagi nasabah 
perorangan maupun perusahaan dengan memberikan keuntungan optimal 
yang menggunakan akad bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Adapun 
akad yang digunakan adalah Mudharabah Muthlaqah. 
2. Pembiayaan  
a. KPR iB merupakan produk yang bertujuan untuk mewujudkan impian 
nasabah perorangan yang ingin memiliki rumah. Beberapa keperluan yang 
dapat dipenuhi yaitu pembelian rumah, apartemen, ruko, tanah, renovasi, 
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ambil alih pembiayaan, dan pembiayaan berulang (Refinancing). Adapun 
akad yang digunakan adalah Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 
b. KPR Sejahtera iB merupakan produk pembiayaan kepemilikan rumah 
dengan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 
untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan 
rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (develover). Adapun akad 
yang digunakan adalah Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 
c. KKB iB merupakan produk yang ditujukan untuk nasabah perorangan 
untuk memenuhi kebutuhan berupa kendaraan dengan menggunakan 
prinsip jual beli (Murabahah) dengan akad Murabahah bil Wakalah. 
d. Pembiayaan Umrah iB merupakan produk yang ditujukan untuk nasabah 
perorangan yang ingin melakukan ibadah umrah. 
e. KMF Puran iB merupakan produk pembiayaan untuk kepemilikan 
multifaedah yang diberikan kepada para pensiunan dalam memenuhi 
kebutuhan berupa barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli 
(Murabahah) atau sewa menyewa (Ijarah) dengan sistem angsuran yang 
dibayarkan setiap bulan. 
f. KMF Pra Purna iB merupakan produk pembiayaan yang ditujukan kepada 
para PNS yang aktifdan akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi 
sebagian atau keseluruhan kebutuhan baik barang atau jasa dengan 
menggunakan akad Murabahah atau Ijarah yang pembayarannya 
dilakukan secara angsuran setiap bulannya sampai memasuki masa 
pensiun. 
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g. KMF iB merupakan produk pembiayaan untuk kepemilikan multifaedah 
yang diberikan khusus keapada karyawan untuk memenuhi kebutuhan 
berupa barang atau jasa yang bersifat konsumtif. Adapun akad yang 
digunakan adalah Murabahah wal Wakalah untuk pembelian barang, dan 
akad Ijarah wal Wakalah untuk jasa. 
h. Pembiayaan Kepemilikan Emas merupaka produk yang ditujukan untuk 
nasabah perorangan yang ingin memiliki emas dengan sistem 
pengembalian secara angsuran. Adapun akad yang digunakan adalah 
Murabahah. 
i. Qardh Beragun Emas merupakan produk pembiayaan dimana emas yang 
diagunkan tersebut disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama 
jangka waktu yang telah ditentukan dengan membayar biaya penyimpanan 
dan pemeliharaan atas emas tersebut. 
j. Mikro merupakan produk yang bertujuan untuk pembiayaan modal kerja, 
investasi, dan konsumsi. Pembiayaan ini ditujukan bagi para wirausaha 
atau pengusaha dengan masa usaha minimal 2 tahun untuk mikro, dan 
minimal 6 bulan untuk KUR, Adapun akad yang digunakan adalah 
Murabahah (jual beli). 
k. Pembiayaan komersial merupakan jenis pembiayaan jangka pendek yang 
ditujukan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 
usahanya. Ada 2 jenis pembiayaan, yaitu modal kerja syariah dan investasi 
syariah. Jenis pembiayaan untuk modal kerja terdiri dari pembiayaan 
likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan persediaan, serta 
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pembiayaan investasi syariah. Adapun akad yang digunakan untuk 
pembiayaan modal kerja syariah adalah Mudharabah, Musyarakah, atau 
akad lain yang sesuai dengan kebutuhan dari nasabah, sedangkan untuk 
pembiayaan investasi syariah menggunakan akad Murabahah, Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik, atau akad lain sesuai dengan kebutuhan nasabah. 
l. Pembiayaan SME merupakan produk pembiayaan investasi yang ditujukan 
bagi nasabah untuk menunjang kegiatan usahanya ataupun pembelian 
tempat usaha untuk kegiatan produktif, seperti tanah, bangunan, alat berat, 
dan mesin. Adapun akad yang digunakan adalah Murabahah dan Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik. 
 
4.4. Penerapan Praktik Akuntansi IMBT di BRIS KC Solo 
Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan salah satu jenis 
akad yang digunakan oleh BRI Syariah KC Solo dalam kegiatan penyaluran 
pembiayaannya. Jenis produk pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan 
akad IMBT terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) iB, Small and Medium 
Enterprise (SME) iB, komersial, dan mikro. Akan tetapi, selama ini untuk 
penggunaan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) di BRI Syariah KC Solo 
sendiri kebanyakan masih untuk komoditi KPR iB yang dilakukan dengan 
refinancing.  
Adapun beberapa persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan 
pembiayaan IMBT di BRI Syariah KC Solo yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 
Syarat Pengajuan Pembiayaan IMBT 
Persyaratan Karyawan 
/ PNS 
Wirausaha Profesional 
FC KTP suami&istri + FC surat nikah 
& KK 3 lembar 
      
Pas photo suami&istri 4x6 @ 2 lembar       
FC SK pegawai / surat keterangan 
bekerja (asli) dan NPWP 
    
Slip gaji asli 3 bulan terakhir     
FC buku tabungan 1 tahun terahir       
FC sertifikat + IMB + PBB (yang akan 
dibeli/diagunkan) 
      
Surat keterangan usaha dan NPWP     
Surat izin praktek / surat izin lainnya     
Sumber : BRI Syariah KC Solo 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kesesuaian 
penerapan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) di BRI Syariah 
KC Solo, adapun hasil yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Pengakuan dan Pengukuran 
a. Objek Ijarah 
Proses untuk memperoleh objek Ijarah dalam akad IMBT pada BRI 
Syariah KC Solo yang selama ini dilakukan adalah dengan sistem refinancing 
dan selama ini yang paling sering menjadi objek untuk pembiayaan dengan 
IMBT di BRI Syariah KC Solo adalah KPR. 
Di sini, BRI Syariah membeli rumah dari nasabah terlebih dahulu 
karena dalam IMBT, objek atau aset Ijarah harus menjadi milik bank terlebih 
dahulu baru kemudian bank bisa menyewakan rumah tersebut kepada nasabah 
yang kemudian pada akhir masa sewa bank itu menghibahkan rumah tersebut 
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kepada nasabah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu 
Raysa dan Bapak Chandra dalam wawancara. 
Pada BRI Syariah KC Solo ada beberapa akad yang harus dilakukan 
sebelum melakukan akad IMBT, yang pertama yaitu antara bank dan nasabah 
melakukan wa’d (perjanjian) bahwa mereka akan melakukan akad IMBT, 
setelah itu baru melakukan akad Ijarah dan terakhir baru mengadakan akad 
IMBT dengan hibah. Akad – akad tersebut dilakukan secara terpisah antara 
satu dengan yang lainnya.  
Gambar 4.1 
Skema IMBT 
 
S
u
m
b
e
r: BRI Syariah KC Solo 
Untuk pengukuran atas objek Ijarah dalam IMBT itu sendiri, BRI 
Syariah mengakuinya atau dicatatnya sebesar biaya yang telah dikeluarkan 
oleh bank untuk membeli atau mendapatkan objek tersebut. Untuk 
pengakuannya sendiri, ketika bank membeli rumah nasabah itu bank 
mengakuinya sebagai aset dan diakui sebgai objek Ijarah pada saat bank mulai 
menyewakan objek tersebut kepada nasabah atau pada saat akad pertama 
dilakukan. 
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b. Amortisasi dan penyusutan 
Untuk objek sewa dalam Ijarah Muntahiyah Bittamlik di BRI Syariah 
disusutkan sesuai dengan masa sewanya kecuali untuk tanah. Hal itu nanti 
akan digunakan untuk menentukan besarnya pembayaran ujrah oleh nasabah. 
Penyusutan aktiva tetap dimulai pada saat aktiva tersebut siap untuk 
digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan 
estimasi umur ekonomisnya. Ketentuan terkait dengan hal tersebut juga 
dicantumkan dalam laporan keuangan dari BRI Syariah yang terdapat pada 
CaLK.   
c. Pendapatan sewa  
Untuk pembayaran ujrah dalam IMBT di BRI Syariah KC Solo 
dilakukan pada setiap bulannya dengan sistem sliding angsuran. Sliding 
angsuran yang diterapkan oleh BRI Syariah KC Solo dalam pembiayaan 
IMBT adalah bahwa jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah di setiap 
tahun atau bulannya itu berbeda dan semakin berkurang jumlahnya untuk 
setiap tahunnya. Hal tersebut juga menjadi salah satu strategi dari BRI Syariah 
KC Solo dalam upaya untuk menarik masyarakat atau nasabah agar tertarik 
dengan produk IMBT.  
BRI Syariah KC Solo mengakui pembayaran ujrah yang dibayarkan 
oleh nasabah untuk pembiayaan IMBT pada setiap bulannya itu sebagai 
pendapatan sewa dan dicatat sebesar jumlah yang diterima.  
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d. Piutang Pendapatan Sewa 
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Raysa dan Bapak Chandra 
diketahui bahwa selama ini dalam akad IMBT di BRI Syariah KC Solo belum 
pernah terjadi keterlambatan pembayaran ujrah dari nasabah. Akan tetapi, 
dalam wawancara lanjutan yang peneliti lakukan dengan Ibu Raysa terkait 
dengan apabila ada nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan 
belum bisa membayar penuh sesuai dengan jumlah angsurannya, bank 
mencatat pendapatan sewanya tersebut sesuai dengan jumlah yang dibayarkan 
oleh nasabah dan sisa kekurangannya diakui sebagai piutang pendapatan sewa. 
e. Biaya Perbaikan 
Pada saat awal dalam proses pembiayaan IMBT itu nanti nasabah akan 
membayar biaya – biaya untuk administrasi terlebih dahulu yang dimana itu 
terdiri dari biaya asuransi, notaris, dan biaya – biaya lainnya. Hal tersebut 
disampaikan oleh Ibu Ratna dalam wawancara yang dilakukan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raysa dan Bapak Chandra, 
ketika muncul biaya – biaya selama masa sewa berlangsung, seperti biaya 
perbaikan dan pemeliharaan atas objek Ijarah dalam  IMBT pada BRI Syariah 
KC Solo itu akan menjadi tanggung jawab nasabah sebagai penyewa. Pihak 
BRI Syariah tidak bertanggung jawab terkait dengan biaya – biaya tersebut 
karena nasabah sudah menikmati manfaat atas objek Ijarah tersebut. Hal 
tersebut akan menjadi urusan antara nasabah sebagai penyewa dengan pihak 
asuransi yang akan mencovernya.  
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f. Perpindahan Kepemilikan 
Untuk cara perpindahan kepemilikan atas objek Ijarah dalam IMBT 
pada BRI Syariah KC Solo yang selama ini dilakukan adalah dengan cara 
hibah dan belum pernah menggunakan cara yang lainnya. Menurut Chandra 
dari bagian legal official, cara hibah tersebut dilakukan karena dianggap lebih 
mudah.  
Akad IMBT dilakukan pada saat nasabah melakukan pembayaran 
ujrah yang terakhir dan selama ini di BRI Syariah KC Solo melakukan akad 
IMBT pada akhir masa sewa ketika nasabah sudah melunasi pembayaran 
ujrahnya. Sebelum akad IMBT dengan hibah itu dilakukan, pihak BRI Syariah 
KC Solo sudah terlebih dahulu melakukan konfirmasi dengan nasabah karena 
BRI Syariah harus mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk 
pengalihan kepemilikan dari objek tersebut.   
Selain itu, Bapak Chandra dari bagian legal official dari BRI Syariah 
KC Solo mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada nasabah IMBT yang 
melakukan pelunasan untuk pembayaran ujrahnya sebelum masa sewa mereka 
selesai. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Raysa selaku manager 
pembiayaan dari BRI Syariah KC Solo. 
Untuk jumlah yang dicatat untuk objek Ijarah dalam pengalihan 
kepemilikan dalam IMBT dengan hibah di BRI Syariah KC Solo itu dicatat 
sebagai beban. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu 
Raysa dan Ibu Ratna dalam wawancara. 
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3. Penyajian  
Untuk penyajian dalam laporan keuangan terkait dengan pendapatan 
Ijarah  disajikan secara neto setelah dikurangi dengan beban – beban terkait. Hal 
tersebut juga dapat dilihat pada laporan keuangan nasional dari BRI Syariah yang 
terdapat di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada laporan keuangan 
tersebut disebutkan bahwa pendapatan dari Ijarah-neto itu terdiri dari Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik, Ujrah kepemilikan Logam Mulia, dan Ijarah Multijasa 
dikurangi dengan beban penyusutan aset yang diperoleh untuk Ijarah.  
4. Pengungkapan 
Untuk pengungkapan dalam laporan keuangan di BRI Syariah sendiri 
terkait dengan pembiayaan IMBT diungkapkan atau dijelaskan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) yaitu tentang kebijakan akuntansi yang digunakan, 
cara pengalihan kepemilikan objek Ijarah dan juga terkait dengan umur ekonomis 
yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap. 
Untuk spesifikasi terkait dengan objek Ijarah dalam IMBT sudah 
tercantum dalam dokumen akad dan dokumen pembiayaan di BRI Syariah KC 
Solo yang diperlihatkan oleh Ibu Raysa dan Bapak Chandra ketika proses 
wawancara berlangsung.  
 
4.5. Hasil Analisis Kesesuaian Akuntansi IMBT di BRIS KC Solo dengan 
PSAK 107 
Berikut ini adalah hasil analisis dari penelitian yang telah didapatkan oleh 
peneliti mengenai penerapan praktik akuntansi IMBT pada Bank Rakyat 
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Indonesia Syariah Kantor Cabang Solo dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 107 : 
Tabel 4.2 
Analisis Kesesuaian IMBT di BRIS dengan PSAK 107 
Tabel berlanjut… 
PSAK 107 BRIS Hasil 
Analisis 
Prosedur Umum 
Perpindahan kepamilikan dalam 
IMBT dilakukan ketika akad Ijarah 
telah berakhir atau diakhiri dengan 
membuat akad yang terpisah 
Dalam proses pengalihan 
kepemilikan atas objek 
Ijarah untuk IMBT 
dilakukan ketika masa sewa 
telah selesai dengan 
melakukan akad yang 
terpisah (akad IMBT 
dengan hibah) dan selama 
ini tidak pernah terjadi 
pengalihan kepemilikan 
IMBT sebelum masa sewa 
berakhir 
Sesuai 
Pengakuan dan Pengukuran 
1. Objek Ijarah diakui pada saat 
objek diperoleh 
Sistem yang digunakan oleh 
BRIS dalam pembiayaan 
IMBT selama ini dengan 
cara refinancing. 
Pada saat bank membeli 
objek dari nasabah sudah 
diakui sebagai aset oleh 
bank yang di laporan 
keuangan dicatat dalam 
akun aset yang diperoleh 
untuk Ijarah 
Sesuai 
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Lanjutan Tabel 4.2 
PSAK 107 BRIS Hasil 
Analisis 
Pengakuan dan Pengukuran 
2. Objek Ijarah diakui sebesar 
biaya perolehan. 
Untuk aktiva tetap mengacu 
pada PSAK 16: jumlah kas atau 
setara kas yang dikeluarkan 
untuk memperoleh suatu aset 
pada saat perolehan. 
Untuk aktiva tidak berwujud 
mengacu pada PSAK 19: 
jumlah kas atau setara kas yang 
dibayarkan atau nilai wajar dari 
sumber daya yang dikeluarkan 
untuk memperoleh suatu aset 
pada saat perolehan atau saat 
diproduksi. 
Jumlah yang dicatat untuk 
objek Ijarah sesuai dengan 
jumlah atau nominal pada 
saat BRIS melakukan 
pembelian atas objek Ijarah 
tersebut (sebesar jumlah 
yang dikeluarkan oleh bank) 
Sesuai 
3. Sesuai dengan kebijakan 
penyusutan atau amortisasi aset 
sejenis selama umur 
ekonomisnya. 
Untuk aktiva tetap mengacu 
pada PSAK 16: metode garis 
lurus. 
Untuk aktiva tidak berwujud 
mengacu pada PSAK 19: harus 
mencerminkan pola konsumsi 
dari manfaat ekonomis oleh 
perusahaan, jika pola tersebut 
tidak dapat ditentukan secara 
tepat maka menggunakan 
metode garis lurus. 
Objek sewa dalam Ijarah 
disusutkan berdasarkan 
umur ekonomisnya, 
sedangkan untuk objek sewa 
dalam Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik disusutkan sesuai 
dengan masa sewanya 
dengan metode garis lurus 
Sesuai  
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 4.2 
PSAK 107 BRIS Hasil 
Analisis 
Pengakuan dan Pengukuran 
4. Pendapatan sewa diakui pada 
saat manfaat aset diperoleh 
penyewa 
BRIS KC Solo mengakui 
pembayaran ujrah dari 
nasabah setiap bulannya itu 
sebagai pendapatan sewa 
dan di catat sebesar jumlah 
yang di terima 
Sesuai  
5. Piutang pendapatan sewa diukur 
sebesar nilai yang dapat 
direalisasikan pada akhir 
periode pelaporan 
Selama ini di BRIS belum 
pernah terjadi keterlambatan 
pembayaran sewa (ujrah) 
oleh nasabah dan jika 
nasabah belum bisa 
membayar secara penuh 
sesuai jumlah angsuran 
maka bank mencatat 
pendapatan sewa sebesar 
jumlah yang diterima dan 
sisa kekurangannya dicatat 
sebagai piutang pendapatan 
sewa 
Sesuai 
6. Pengakuan biaya perbaikan 
objek Ijarah diakui pada saat 
terjadinya jika tidak rutin, dan 
biaya dibebankan kepada 
pemilik serta diakui sebagai 
beban pada saat terjadinya jika 
rutin. 
(Untuk IMBT dengan penjualan 
bertahap, biaya perbaikan 
ditanggung oleh pemilik dan 
penyewa sesuai dengan bagian 
atas kepemilikan objek Ijarah) 
Jika selama masa sewa 
dalam pembiayaan IMBT 
ada biaya – biaya yang 
muncul, pihak BRIS tidak 
bertanggung jawab atau 
dimana hal tersebut menjadi 
tanggung jawab dari 
nasabah sebagai penyewa 
dan sudah ada pihak 
asuransi yang akan 
mengcovernya 
Tidak 
Sesuai 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 4.2 
PSAK 107 BRIS Hasil 
Analisis 
Pengakuan dan Pengukuran 
7. Jika dengan cara hibah maka 
jumlah tercatat atas objek 
Ijarah diakui sebagai beban 
Selama ini cara yang 
dilakukan di BRIS untuk 
pengalihan kepemilikan 
dalam IMBT dengan hibah 
dan jumlah tercatat atas 
objek Ijarah diakuinya 
sebagai beban 
Sesuai  
8. Jika dengan penjualan setelah 
berakhir masa akad maka 
selisih harga jual dengan 
jumlah tercatat objek Ijarah 
diakui sebagai keuntungan atau 
kerugian 
Selama ini dalam 
pembiayaan IMBT di BRIS 
cara pengalihan kepemilikan 
dengan cara hibah 
-  
9. Jika dengan penjualan bertahap 
maka selisih harga jual dengan 
jumlah tercatat sebagian dari 
objek Ijarah yang telah dijual 
diakui sebagai keuntungan atau 
kerugian, dan bagian objek 
Ijarah yang dibeli oleh 
penyewa diakui sebagai aset 
tidak lancar atau aset lancar 
sesui dengan tujuan dari 
penggunaan aset tersebut 
Selama ini dalam 
pembiayaan IMBT di BRIS 
cara pengalihan kepemilikan 
dengan cara hibah 
-  
Penyajian 
Pendapatan Ijarah disajikan secara 
neto setelah dikurangi dengan 
beban terkait 
Pendapatan Ijarah  disajikan 
secara neto setelah dikurangi 
dengan beban – beban terkait 
Sesuai  
Pengungkapan 
1. Spesifikasi objek Ijarah harus 
jelas terkait jumlah, ukuran, 
dan jenisnya 
Spesifikasi terkait objek 
Ijarah telah dicantumkan 
dalam dokumen akad dan 
pembiyaan 
Sesuai 
Tabel berlanjut… 
56 
 
 
Lanjutan Tabel 4.2 
PSAK 107 BRIS Hasil 
Analisis 
Pengungkapan 
2. Pengungkapan pemilik terkait 
transaksi Ijarah dan IMBT 
tetapi tidak terbatas pada : 
Penjelasan umum isi akad yang 
signifikan tetapi tidak terbatas 
pada keberadaan wa’d 
pengalihan kepemilikan dan 
mekanisme yang digunakan, 
pembatasan – pembatasan, dan 
agunan yang digunakan (jika 
ada) 
Nilai perolehan serta akumulasi 
penyusutan atau amortisasi 
setiap aset Ijarah 
Keberadaan transksi jual-dan-
ijarah (jika ada) 
Selain mencantumkan 
spesifikasi untuk objek 
IMBT, dalam akad 
pembiayaan IMBT juga 
dicantumkan terkait dengan 
cara pengalihan kepemilikan 
atas objek IMBT dan juga 
kebijakan akuntansi yang 
dilakukan  
Sesuai 
 
Berdasarkan tabel analisis di atas, diketahui bahwa penerapan praktik 
akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor 
Cabang Solo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107. Ketidaksesuaian 
tersebut terdapat pada pengakuan biaya perbaikan atas objek Ijarah. Biaya 
perbaikan atas objek Ijarah dalam IMBT pada BRIS KC Solo dibebankan kepada 
nasabah sebagai penyewa, sedangakan menurut PSAK 107 untuk biaya perbaikan 
objek Ijarah itu menjadi tanggung jawab pemilik yang disini adalah bank syariah .  
4.6. Keterkaitan Hasil Analisis dengan Shari’ah Enterprise Theory 
Enterprise theory tidak terlepas dari kontribusi para stakeholder yang 
artinya bahwa suatu perusahaan itu membutuhkan stakeholder dalam menjalankan 
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kegiatannya. Pada Shari’ah Enterprise Theory, para stakeholder tersebut berkaitan 
dengan tujuan dari akuntansi syariah yaitu untuk kesejahteraan bagi seluruh umat 
yang tujuan itu sendiri sebagai wujud kecintaan kepada Allah sesuai dengan nilai 
– nilai Islam dan tujuan syariah. Di sisi lain, stakeholder sebagai khalifah Allah 
yang diberikan amanah untuk dapaat mengelola sumber daya dan 
mendistrbusikannya secara adil. 
Berdasarkan hal tersebut, baik perbankan syariah atau lembaga keuangan 
syariah diharapkan mampu mewujudkan Shari’ah Enterprise Theory. Berkaitan 
dengan Shari’ah Enterprise Theory, BRI Syariah telah menerbitkan laporan 
keuangan perusahaannya sesuai dengan PSAK 107 untuk produk IMBT yang 
berguna bagi para stakeholdernya. Namun, terkait dengan pengakuan biaya 
perbaikan atas objek Ijarah dalam IMBT di BRIS KC Solo sendiri belum sesuai 
dengan ketentuan dalam PSAK 107. 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari hasil analisis 
yang telah dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. BRI Syariah KC Solo telah melakukan penerapan praktik akuntansi untuk 
produk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik terkait dengan pengakuan, 
pengukuran, penyajian serta pengungkapan. 
2. Penerapan dalam praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang 
dilakukan oleh BRI Syariah KC Solo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 
107 yang dimana ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan untuk 
biaya perbaikan atas objek Ijarah dalam IMBT, sedangkan untuk yang lainnya 
sudah sesuai dengan PSAK 107. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya. 
Peneliti mengalami kesulitan dalam memperoleh data di lapangan karena sudah 
tersistem langsung dengan kantor pusat. Selain itu, hal tersebut juga berkaitan 
dengan kebijakan  perusahaan dan pertimbangan dalam menjaga kerahasiaan dari 
perusahaan. 
 
C. Saran – Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, 
peneliti memberikan saran sebagai berikut : 
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1. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Karena masih sedikitnya penelitian mengenai akuntansi Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik sehingga perlu dilakukan pengembangan penelitian 
untuk produk tersebut di perbankan syariah. 
b. Dapat menambahkan peraturan lain terkait dengan penerapan atau 
mekanisme dalam melakukan akad pembiayaan Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik, bukan hanya PSAK 107 saja. 
c. Melakukan penelitian tidak hanya untuk akuntansi pemilik (bank) saja, 
melainkan juga untuk akuntansi penyewa (nasabah). 
2. Bagi BRI Syariah KC Solo 
a. Karena masih terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK 107 terkait dengan 
biaya perbaikan sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan 
akuntansi untuk akad IMBT terhadap kesesuaian standar akuntansi yang 
berlaku. 
b. Sebagai satu – satunya Bank Umum Syariah di Kota Solo yang saat ini 
telah menjalankan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, BRIS KC Solo harus 
selalu memperkaya produk – produk yang telah dimiliki melalui akad 
IMBT tersebut.  
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Lampiran 1 
Pedoman Wawancara 
Manager Pembiayaan Jenis Analisis 
1. Bagaimana prosedur dalam melakukan akad pembiayaan 
IMBT ? 
2. Apa saja komoditi yang sering menjadi objek ijarah dalam 
pembiayaan IMBT ? 
3. Bagaimana cara BRIS memperoleh objek ijarah dalam 
pembiayaan IMBT ? 
Prosedur 
Umum 
4.  Kapan BRIS mengakui kepemilikan atas objek ijarah ?  
5. Kapan perpindahan kepemilikan dalam pembiayaan IMBT 
dilakukan ?  
6. Diakui sebagai apakah pembayaran sewa yang diterima 
oleh BRIS dari nasabah atas pembiayaan IMBT pada 
setiap bulannya ?  
7. Apakah selama ini pernah terjadi keterlambatan dalam 
pembayaran sewa oleh nasabah ? (jika pernah) diakui 
sebagai apa ? 
8. Jika terjadi atau muncul biaya – biaya  (perbaikan) dalam 
pembiayaan IMBT, siapa yang bertanggung jawab atau 
yang menanggung ?  
9. Bagaimana cara pengalihan kepemilikan dalam 
pembiayaan IMBT yang biasanya dilakukan di BRIS ? 
(hibah / penjualan di akhir masa sewa / penjualan sebelum 
masa sewa berahir / penjualan bertahap) 
10. (Jika hibah) pada saat pengalihan kepemilikan dalam 
IMBT, jumlah yang tercatat atas objek ijarah tersebut 
diakui sebagai apa ?  
11. (jika penjualan setelah masa sewa berakhir atau sebelum 
masa sewa berakhir) pada saat pengalihan kepemilikan 
dalam IMBT, selisih antara harga jual dengan jumlah yang 
tercatat atas objek ijarah tersebut diakui sebagai apa ?  
12. (jika secara bertahap) pada saat pengalihan kepemilikan 
dalam IMBT, selisih antara harga jual dengan jumlah 
tercatat atas sebagian dari objek ijarah yang telah dijual 
tersebut diakui sebagai apa ? Dan untuk bagian atas objek 
ijarah yang tidak dibeli diakui sebagai apa ?  
13. Apakah selama ini pernah terjadi pembatalan akad IMBT 
sebelum masa sewa berakhir ? (jika pernah). Bagaimana 
prosedur yang dilakukan oleh BRIS ? 
Pengakuan 
dan 
Pengukuran 
14.  Apa saja yang diungkapkan atau dicantumkan terkait Pengungkapan  
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dengan objek ijarah untuk IMBT ? (spesifikasi mengenai 
jumlah, ukuran, dan jenisnya) 
15. Apa saja yang diungkapkan oleh BRIS terkait dengan 
transaksi IMBT ? (isi akad, wa’d pengalihan kepemilikan, 
batasan – batasan, nilai perolehan, penyusutan aset ijarah, 
keberadaan transaksi apa saja yang ada) 
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Legal Official 
1. Bagaimana prosedur dalam melakukan akad pembiayaan IMBT di BRIS ? 
2. Apa saja komoditi yang sering menjadi objek ijarah dalam pembiayaan IMBT 
? 
3. Bagaimana cara BRIS memperoleh objek ijarah untuk pembiayaan IMBT ?  
4. Ada berapa jenis akad yang dilakukan dalam melakukan pembiayaan IMBT ? 
5. Kapan BRIS mengakui kepemilikan atas objek Ijarah dalam pembiayaan 
IMBT ?  
6. Kapan BRIS mencatat atau mengakui adanya akad Ijarah ? 
7. Kapan BRIS mencatat atau mengakui adanya akad pengalihan kepemilikan 
dalam pembiayaan IMBT ? 
8. Bagaimana cara pengalihan kepemilikan dalam pembiayaan IMBT yang 
biasanya dilakukan di BRIS ? 
9. Apakah selama ini pernah terjadi pembatalan akad IMBT sebelum masa sewa 
berakhir ? (jika pernah) Bagaimana kebijakan atau prosedur yang dilakukan ? 
10. Jika terjadi atau muncul biaya – biaya  (perbaikan) dalam pembiayaan IMBT, 
siapa yang bertanggung jawab atau yang menanggung ?  
11. Apa saja hal – hal yang perlu diungkapkan atau dicantumkan terkit dengan 
akad pembiayaan IMBT ? 
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Bagian Pembukuan Jenis Analisis 
1. Kapan perpindahan kepemilikan dalam pembiayaan IMBT 
dilakukan dan diakui ?  
2. Bagaimana cara BRIS memperoleh objek ijarah dalam 
pembiayaan IMBT ?  
3. Kapan BRIS mengakui atau mencatat objek ijarah ?  
4. Berapa jumlah yang dicatat untuk objek ijarah tersebut ?  
5. Bagaimana perhitungan untuk penyusutan dari objek ijarah 
dalam pembiayaan IMBT ?  
6. Diakui sebagai apakah pembayaran sewa yang diterima oleh 
BRIS dari nasabah atas pembiayaan IMBT pada setiap 
bulannya ? Kapan itu diakui ?  
7. Apakah selama ini pernah terjadi keterlambatan dalam 
pembayaran sewa oleh nasabah ? (jika pernah) diakui 
sebagai akun apa dan berapa jumlah yang dicatat ?  
8. Jika terjadi atau muncul biaya – biaya  (perbaikan) dalam 
pembiayaan IMBT, siapa yang bertanggung jawab atau yang 
menanggung ?  
9. Kapan biaya – biaya tersebut diakui ?  
10. Bagaimana cara pengalihan kepemilikan dalam pembiayaan 
IMBT yang biasanya dilakukan di BRIS ? (hibah / penjualan 
di akhir masa sewa / penjualan sebelum masa sewa berahir / 
penjualan bertahap) 
11. (Jika hibah) pada saat pengalihan kepemilikan dalam IMBT, 
jumlah yang tercatat atas objek ijarah tersebut diakui sebagai 
apa ?  
12. (jika penjualan setelah masa sewa berakhir atau sebelum 
masa sewa berakhir) pada saat pengalihan kepemilikan 
dalam IMBT, selisih antara harga jual dengan jumlah yang 
tercatat atas objek ijarah tersebut diakui sebagai apa ?  
13. (jika secara bertahap) pada saat pengalihan kepemilikan 
dalam IMBT, selisih antara harga jual dengan jumlah tercatat 
atas sebagian dari objek ijarah yang telah dijual tersebut 
diakui sebagai apa ? Dan untuk bagian atas objek ijarah yang 
tidak dibeli diakui sebagai apa ?  
Pengakuan 
dan 
Pengukuran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Bagaimana pencatatan untuk pendapatan ijarah pada 
pembiayaan IMBT  dalam laporan laba rugi ?  
Penyajian  
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15. Apa saja yang diungkapkan dalam terkait dengan objek 
ijarah untuk IMBT ? (spesifikasi mengenai jumlah, ukuran, 
dan jenisnya) 
16. Apa saja yang diungkapkan oleh BRIS terkait dengan 
transaksi IMBT ? (isi akad, wa’d pengalihan kepemilikan, 
batasan – batasan, nilai perolehan, penyusutan aset ijarah, 
keberadaan transaksi apa saja yang ada) 
Pengungkapan  
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Lampiran 2 
Transkip Wawancara 
 
Narasumber : Raysa Tanjung 
Bagian  : Manager Pembiayaan (Marketing) 
Tanggal : 01 Maret 2018 
Pertanyaan dan Jawaban 
1. Apa saja komoditi yang sering menjadi objek ijarah dalam pembiayaan IMBT 
? 
Jawaban : Kalau di sini itu untuk objek IMBT itu paling banyak rumah 
mbak, KPR itu. Tapi juga sebenarnya di sini juga ada tanah dan  mesin seperti 
itu, Cuma selama ini untuk penggunaan akad IMBT di BRI Syariah sini 
banyak untuk KPR. 
2. Bagaimana cara BRIS memperoleh objek ijarah dalam pembiayaan IMBT ?  
Jawaban : Untuk cara memperoleh objek IMBT itu sendiri, dari kita itu 
selama ini yang digunakan adalah dengan sistem refinancing atau pihak bank 
membeli objek (misalnya rumah) dari nasabah tersebut kemudian setelah 
rumah itu sudah menjadi hak miliknya bank, baru setelah itu bank 
menyewakan (mengijarahkan) rumah tersebut kepada nasabah yang kemudian 
di akhir masa sewa bank menghibahkan rumah atau aset tersebut kepada 
nasabah. Kalau di sini seperti itu. 
3. Kapan BRIS mengakui kepemilikan atas objek ijarah ? dan apakah diakuinya 
itu sebesar biaya yang dikeluarkan oleh BRIS untuk membeli objek tersebut ? 
Jawaban : kalau di kita sendiri itu dalam mengakui adanya objek ijarah pada 
IMBT itu ketika objek  itu sudah diserahkan kepada nasabah kita dan iya, kita 
mencatatnya juga sebesar biaya yang sudah kita keluarkan untuk 
mendapatkan objek itu. Baru kemudian ditambah dengan keuntungan yang 
akan kita ambil sesuai dengan kesepakan awal dengan nasabah. Itu nanti 
sudah ada di dokumen pembiayaannya mbak. 
4. Kapan perpindahan kepemilikan dalam pembiayaan IMBT dilakukan ?  
Jawaban : ya kalau kapan terjadinya pemindahan kepemilikan dari objek 
dalam IMBT itu sendiri dilakukannya ketika akhir masa sewanya itu, ketika 
pembayaran sewanya sudah selesai baru objek diserahkan kepada nasabah 
dengan cara hibah. 
5. Diakui sebagai apakah pembayaran sewa yang diterima oleh BRIS dari 
nasabah atas pembiayaan IMBT pada setiap bulannya ? dan Kapan itu diakui 
? 
Jawaban : ujrah yang kami terima dari nasabah untuk setiap bulannya selama 
masa sewa berlangsung itu nanti akan jadi pendapatan sewa untuk kitanya 
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sebagai bank mbak 
6. Apakah selama ini pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran sewa oleh 
nasabah ? (jika pernah) diakui sebagai apa ? 
Jawaban : kalau selama in sih Alhamdulillah untuk pembayaran ujrah dari 
nasabah di sini itu tidak pernah ada yang sampai terlambat mbak, masih aman 
lah mbak 
7. Apabila misal ada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan pada saat 
pembayaran angsurannya dan dia belum bisa membayar sesuai dengan jumlah 
angsurannya itu nanti terus seperti apa perlakuannya ? 
Jawaban : kalau semisal itu, ya nanti uang yang dibayarkan oleh nasabah 
berapa yang kita terima dan sisanya itu nanti jadi piutang pendapatan sewa di 
kitanya mbak.  
8. Jika terjadi atau muncul biaya – biaya  (perbaikan) dalam pembiayaan IMBT, 
siapa yang bertanggung jawab atau yang menanggung ?  
Jawaban : Oo, kalau untuk biaya – biaya yang nantinya itu muncul selama 
masa sewa berlangsung sampai beralih kepemilikan dalam IMBT itu nanti 
akan ditanggung oleh si penyewa itu sendiri dan dari kami tidak ikut 
menanggungnya karena itu nanti sudah ada pihak asuransi juga yang akan 
berhubungan langsung atau berkomunikasi sama nasabah kita 
9. Bagaimana cara pengalihan kepemilikan dalam pembiayaan IMBT yang 
biasanya dilakukan di BRIS ?  
Jawaban : kalau untuk pengalihan kepemilikan objek dalam IMBT di BRIS 
sini, selama ini di sini kita menggunakan cara hibah ya mbak dan kami belum 
pernah menggunakan cara yang lainnya 
10. (Jika hibah) pada saat pengalihan kepemilikan dalam IMBT, jumlah yang 
tercatat atas objek ijarah tersebut diakui sebagai apa ?  
Jawaban : o iya, untuk cara hibah itu nanti di akhir masa sewa saat proses 
pengalihan kepemilikan dari bank ke nasabah itu kita mencatatnya sebagai 
beban mbak. Jadi itu nanti di akhir itu Rp 0 
11. Apa saja yang diungkapkan atau dicantumkan terkait dengan objek ijarah 
untuk IMBT ? (spesifikasi mengenai jumlah, ukuran, dan jenisnya) 
Jawaban : (diperlihatkan dokumen untuk pembiayaan IMBT) di dalam 
dokumen tersebut dicantumkan siapa saja pihak – pihak yang 
bersangkutan,jenis akad yang digunakan, jenis objeknya, spesifikasi dari 
objek (ukuran, jumlah, dan harga), masa sewa, harga pembelian dari objek 
tersebut, presentase keuntungan, dan terkait dengan asuransi atas objek 
tersebut 
12. Apakah selama ini pernah terjadi pembatalan akad IMBT sebelum masa sewa 
berakhir ? (jika pernah). Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh BRIS ? 
Jawaban : kalau selama ini belum pernah ada nasabah yang membatalkan 
akadnya mbak 
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Transkip Wawancara 
 
Narasumber : Chandra 
Bagian  : Legal Official  
Tanggal : 01 Maret 2018 
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Pertanyaan dan Jawaban 
1. Bagaimana prosedur dalam melakukan akad pembiayaan IMBT di BRIS ? 
Jawaban : Kalau untuk proses dalam IMBT sendiri sebelumnya itu kembali 
lagi terkait dengan objeknya terlebih dahulu apakah nasabah itu mau membeli 
baru atau dengan refinancing, dan kebanyakan di BRIS itu refinancing. Kalau 
dengan refinancing itu nanti kita tidak ada atau tidak menggunakan akad 
wakalah. Akad yang pertama itu nanti wa’d (janji) terlebih dahulu antara 
nasabah dengan bank, kemudian akad IMBT tanpa wakalah, dan baru akad 
hibah (untuk IMBT) di akhir masa sewanya karena setelah pembayaran sewa 
lunas baru kemudian dihibahkan 
2. Apa saja komoditi yang sering menjadi objek ijarah dalam pembiayaan IMBT 
? 
Jawaban : Kalau kebanyakan di kita itu KPR mbak untuk penggunaan akad 
IMBTnya 
3. Bagaimana cara BRIS memperoleh objek ijarah untuk pembiayaan IMBT ?  
Jawaban : biasanya itu dengan refinancing dimana nasabah itu sudah 
mempunyai rumah dan mereka ingin merenovasi rumahnya atau untuk 
keperluan modal kerja sehingga banyak dengan sistem refinancing dalam 
pembiayaan IMBT di BRI Syariah. Tetapi itu nanti juga tergantung 
kesepakatan awal dengan nasabah itu seperti apa. 
4. Kapan BRIS mengakui kepemilikan atas objek Ijarah dalam pembiayaan 
IMBT ? 
Jawaban : Ijarah itu berlaku ketika sudah beralih kepemilikan dari nasabah 
kepada bank dan kemudian dari bank menyewakan objek itu lagi kepada 
nasabah. Jadi ketika bank itu menyewakan objek kepada nasabah itu baru 
bank mengakui adanya objek ijarah. Tetapi kalau masih di awal ketika bank 
membeli dari nasabah itu bank belum mengakui adanya objek tersebut 
sebagai objek ijarah karena bank belum menyewakannya kepada nasabah 
5. Kapan BRIS mencatat atau mengakui adanya akad Ijarah ? 
Jawaban : kalau untuk dilakukannya akad ijarah itu kita lakukan dengan 
nasabah di awal setelah adanya wa’d sebelum akad IMBT dengan hibah itu 
dilakukan 
6. Kapan BRIS mencatat atau mengakui adanya akad pengalihan kepemilikan 
dalam pembiayaan IMBT ? 
Jawaban : untuk kesepakatan akad IMBTnya (hibahnya) itu sendiri dilakukan 
di akhir masa sewa dan itu akadnya terpisah dari akad yang sebelumnya. Jadi 
begini, kalau untuk melakukan akad hibah (untuk IMBT) itu nanti dari 
nasabah sendiri juga akan memberikan konfirmasi pada pihak bank sehingga 
bank juga akan menyiapkan dokumen – dokumen atau semua keperluan yang 
dibutuhkan. Jadi sudah ada timing yang akan digunakan untuk melakukan 
akad hibah tersebut, ketika sudah ada konfirmasi atau intruksi dari nasabah 
(dia mau lunas) itu nanti kita bisa mengadakan atau melakukan akad hibah 
(untuk IMBT) sesuai dengan waktu ketika nasabah membayar ujrah terakhir 
7. Bagaimana cara pengalihan kepemilikan dalam pembiayaan IMBT yang 
biasanya dilakukan di BRIS ? 
Jawaban : Selama ini yang kami gunakan itu dengan cara hibah, karena itu 
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dirasa lebih mudah  jika dibandingkan denga penjualan di akhir masa sewa, 
penjualan sebelum masa sewa berkahir ataupun dengan penjualan secara 
bertahap. Jadi selama ini yang kami gunakan adalah hibah karena itu lebih 
mudah dan tidak ribet ya mbak 
8. Apakah selama ini pernah terjadi hal dimana sebelum masa sewa itu berakhir, 
nasabah sudah mau melunasi pembayaran sewa dalam pembiayaan IMBT ? 
Jawaban : Selama ini belum pernah ada dan masih dalam keadaan normal 
dimana sesuai dengan lama masa sewa yang telah disepakati di awal akad. 
Semisal ada yang terlambat itu juga paling beberapa hari saja dan tidak 
sampai masuk ke bulan berikutnya, jadi masih aman – aman saja.  
9. Apakah selama ini pernah terjadi pembatalan akad IMBT sebelum masa sewa 
berakhir ? (jika pernah) Bagaimana kebijakan atau prosedur yang dilakukan ? 
Jawaban : Alhamdulillah selama ini belum pernah mbk, jadi untuk 
prosedurnya sendiri kita atau saya juga tidak bisa menjawabnya 
10. Jika terjadi atau muncul biaya – biaya  (perbaikan) dalam pembiayaan IMBT, 
siapa yang bertanggung jawab atau yang menanggung ?  
Jawaban : Kalau untuk biaya – biaya perbaikan itu tidak ada, yang ada itu 
hanya biaya administrasi dan asuransi itu saja. Semisal terjadi sesuatu terkait 
dengan objek dari pembiayaan IMBT sehingga muncul biaya – biaya itu nanti 
sudah langsung dicover oleh pihak asuransi sehingga pihak bank tidak 
bertanggung jawab terkait dengan hal tersebut karena nasabah sudah 
mendapatkan manfaat atau telah menikmati objek iijarah tersebut 
11. Apa saja hal – hal yang perlu diungkapkan atau dicantumkan terkit dengan 
akad pembiayaan IMBT ? 
Jawaban : Yang pasti itu para pihak yang melakukan akad, objek yang akad 
diIMBTkan, jangka waktu, plafon (nominal yang akan dipinjam), dan jaminan 
itu saja yang paling pokok. Selain itu juga tentang objek yang diIMBTkan itu 
terkait dengan jumlah, ukuran, dan lainnya. Semua informasi tersebut 
digunakan untuk mengantisipasi misalkan salah satu pihak itu wanprestasi dan 
ternyata jaminan atau hal terkait objek IMBTnya itu ketika kita akan eksekusi 
kok ternyata jaminan atau hal – hal lainnya itu spesifikasinya tidak sesuai 
dengan sertifikatnya sehingga kita mempunyai dokumen – dokumen terkait 
IMBT yang dilakukan dari awal itu seperti apa (diperlihatkan dokumen akad 
untuk pembiayaan IMBT) 
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Bagian  : Pembukuan 
Tanggal : 06 Maret 2018 
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Pertanyaan dan Jawaban 
1. Kapan perpindahan kepemilikan dalam pembiayaan IMBT dilakukan dan 
diakui ?  
Jawaban : kalau itu nanti diakuinya ya ketika akad IMBT itu dilakukan jadi 
pada saat itu juga dicatat adanya pengalihan kepemilikan untuk IMBT dari 
bank ke nasabah 
2. Kapan BRIS mengakui atau mencatat objek ijarah ?  
Jawaban : ketika akad pertama dalam pembiayaan dengan IMBT itu 
dilakukan, bank baru mencatat direkening kita untuk objek ijarahnya itu 
3. Berapa jumlah yang dicatat untuk objek ijarah tersebut ?  
Jawaban : kalau untuk berapa – berapanya itu saya tidak bisa memberi tahu 
mbak, soalnya itu kan rahasia dari perusahaan kita mbak dan itu nanti juga 
berkaitan dengan keuntungan kita, jadi saya tidak bisa memberi tahu 
4. Bagaimana perhitungan untuk penyusutan dari objek ijarah dalam 
pembiayaan IMBT ?  
Jawaban : kalau itu saya tidak tau ya mbak, karena itu bukan ranahnya saya. 
Coba mbaknya lihat saja di laporan keuangan kita yang nasional itu seperti 
apa 
5. Diakui sebagai apakah pembayaran sewa yang diterima oleh BRIS dari 
nasabah atas pembiayaan IMBT pada setiap bulannya ? Kapan itu diakui ?  
Jawaban : pembayaran sewa dari nasabah itu kita mencatatnya sebagai 
pendapatan sewa mbak 
6. Bagaimana cara pengalihan kepemilikan dalam pembiayaan IMBT yang 
biasanya dilakukan di BRIS dan dicatatnya itu sebagai apa ?  
Jawaban : di sini itu dilakukan dengan hibah di akhir pengalihan kepemilikan 
atas objeknya mbak jadi itu nanti sebesar Rp 0 dan dicatatnya itu sebagai 
beban 
7. Bagaimana pencatatan untuk pendapatan ijarah pada pembiayaan IMBT  
dalam laporan laba rugi ?  
Jawaban : o iya, kalau untuk hal itu begini mbak, itu bukan bagian dari saya 
karena kalau saya itu tinggal nerima berkas – berkas terkait semua akad salah 
satunya itu IMBT dari bagian pembiayaan, legal dan lainnya. Jadi ketika 
semua berkas itu sudah masuk di saya berarti itu tandanya semua berkas atau 
dokumen terkait IMBT sudah fix dan saya tinggal mencairkan dananya ke 
rekening nasabah. Untuk nominal – nominal terkiat biaya, dan lain sebagainya 
itu nanti kan pasti juga sudah ada di pembiayaannya, begitu juga sama 
sokumen akadnya itu juga nanti pasti juga sudah komplit semua 
8. Apa saja yang diungkapkan oleh BRIS dalam terkait dengan transaksi IMBT ? 
(isi akad, wa’d pengalihan kepemilikan, batasan – batasan, nilai perolehan, 
penyusutan aset ijarah, keberadaan transaksi apa saja yang ada) 
Jawaban : kalau untuk di laporan keuangannya itu nanti silakan dilihat 
sendiri ya mbak di laporan keuangan yang nasional. Tetapi kalau di kita itu 
untuk IMBT ya semua dicantumkan dalam dokumen pembiayaan IMBT yang 
kalau di sini yang mengurusi adalah bagian legal sama pembiayaannya. Kan 
dari kitanya itu nanti untuk IMBT tetap tidak dijadikan satu dengan akad yang 
lainnya untuk dikirim ke pusat sana. Tapi pas setelah di pusat itu nanti kita 
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juga tidak tahu mau ditaruh dimana di laporan keuangannya mbak karena itu 
sudah kewenangan dari pusat sana 
76 
 
 
Lampiran 3 
Surat Izin Penelitian 
77 
 
 
Lampiran 4 
Surat Keterangan Penelitian 
78 
 
 
Lampiran 5 
Laporan Keuangan
79 
 
 
80 
 
81 
 
82 
 
83 
 
84 
 
85 
 
 
 
86 
 
 
Lampiran 6 
PSAK 107 
87 
 
88 
 
89 
 
90 
 
91 
 
92 
 
93 
 
 
94 
 
 
 
95 
 
 
96 
 
 
Lampiran 7 
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Lampiran 9 
Daftar Riwayat Hidup 
 
Nama Lengkap  : Dian Wahyu Rofita 
Nama Panggilan  : Dian 
TTL    : Sragen, 25 April 1996 
Alamat  : Kalioso RT 02 RW 01, Jetiskarangpun, Kalijambe, 
Sragen 
No Telp   : 085725564821 
Riwayat Pendidikan  : 
1. TK Aisiyah 
2. SD Negeri 1 Jetiskarangpung Kalijambe 
3. MTS N Gondangrejo 
4. MAN 1 Surakarta 
5. IAIN Surakarta 
Pengalaman Organisasi : KOPMA IAIN Surakarta 
IPK terakhir   : 3,61 
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 Lampiran 10 
Jadwal Penelitian 
No Bulan September 
2017 
Oktober  
2017 
November 
2017 
Desember 
2017 
Januari 
2018 
Februari 
2018 
Maret 
2018 
April 
2018 
Mei 
2018 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
proposal 
   X X X                               
2 Konsultasi 
 
     X X X  X X X X X   X X X X   X X             
3 Revisi Proposal      X X X  X X X X X   X X X X   X X             
4 Pengumpulan 
Data  
        X X X X X X X X X X X X X   X X X           
5 Analisis Data                        X X X           
6 Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                         X           
7 Pendaftaran 
Munaqasah 
                         X           
8 Munaqasah                              X       
9 Revisi Skripsi                               X X     
 
